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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi daratan yang 

cukup luas. Luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km2 yang tersebar di 

16.771 pulau.1 Indonesia juga merupakan negara agraris dapat menikmati 

sinar matahari sepanjang tahun karena letak geografisnya yang 

bersinggungan dengan garis khatulistiwa. Namun di sisi lain, berdasarkan 

kajian yang ada luas lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan 

maksimal, Indonesia memiliki 33,4 juta hektare lahan yang tidak terpakai. 

Padahal, dari jumlah tersebut terdapat 9,3 juta hektare lahan yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya pertanian dan 

perkebunan.2 

Permasalahan lahan yang tidak terpakai tersebut sering disebut sebagai 

lahan tidur. Banyaknya lahan tidur di Indonesia biasanya dikarenakan 

berkurangnya zat organik yang berpengaruh pada produktivitas tanah 

sehingga ditinggalkan oleh penggarapnya dan petani setempat yang tidak 

melakukan kegiatan pertanian intensif. Setidaknya ada 3 definisi yang dapat 

dirujuk terkait lahan tidur yakni : Pertama, lahan tidur adalah lahan pertanian 

yang tidak terpakai selama setidaknya dua tahun. Kondisi lahan tidur 

umumnya ditumbuhi oleh tanaman yang tidak produktif, seperti alang-alang, 

rumput, semak, dan sejenisnya.3 Kedua, lahan tidur merupakan lahan yang 

dibiarkan tanpa adanya usaha untuk memanfaatkan lahan tersebut, akibatnya 

kondisi lahan menjadi tidak produktif karena kekurangan nutrisi.  

                                                      
1 “Luas Indonesia Berapa? Ini Jawabannya,” Detik, 14 Oktober 2021, diakses melalui 
https://travel.detik.com/travel-news/d-5766046/luas-indonesia-berapa-ini-
jawabannya#:~:text=Dari%20Sumber%20Belajar%20Kementerian%20Pendidikan,lautan%20sekita
r%203.273.810%20km%C2%B2. Pada 31 Maret 2022 pukul 22.17 WIB. 
2 “Indonesia Punya Potensi Lahan Tidur Seluas 9,3 Juta Hektare,“ JPNN, 23 November 2018, 
diakses melalui https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-
hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20t
idur%20bisa%20dibangunkan. Pada 31 Maret 2022 pukul 20.43 WIB. 
3 Rahmawati (2002) Rencana Pemanfaatan Lahan Tidur Berdasarkan Pendekatan Ekosistem. USU 
Digital Library. Hlm. 2. https://www.researchgate.net/publication/ 
42320123_Rencana_Pemanfaatan_Lahan_Tidur_Berdasarkan_Pendekatan_Ekosistem 
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https://travel.detik.com/travel-news/d-5766046/luas-indonesia-berapa-ini-jawabannya#:~:text=Dari%20Sumber%20Belajar%20Kementerian%20Pendidikan,lautan%20sekitar%203.273.810%20km%C2%B2
https://travel.detik.com/travel-news/d-5766046/luas-indonesia-berapa-ini-jawabannya#:~:text=Dari%20Sumber%20Belajar%20Kementerian%20Pendidikan,lautan%20sekitar%203.273.810%20km%C2%B2
https://travel.detik.com/travel-news/d-5766046/luas-indonesia-berapa-ini-jawabannya#:~:text=Dari%20Sumber%20Belajar%20Kementerian%20Pendidikan,lautan%20sekitar%203.273.810%20km%C2%B2
https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
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Ketiga, lahan tidur adalah lahan yang belum dipergunakan sebagai lahan 

pertanian produktif karena sebelumnya digunakan sebagai kawasan industri.4 

Kebanyakan lahan tidur merupakan lahan yang memiliki nutrisi tanah yang 

tidak baik sehingga sulit ditanami tanaman-tanaman produktif seperti tanaman 

penghasil pangan. Lahan tidur banyak tercipta akibat para petani yang 

berpindah lahan seusai musim panen sehingga lahan tersebut tidak terpakai 

dan tidak terkelola serta nutrisi tanahnya tidak diperhatikan.5 

Padahal, jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang produktif, 

lahan tidur yang ada tersebut dapat mengatasi permasalahan pangan di 

Indonesia. Menurut Global Hunger Index (GHI), tingkat kelaparan di Indonesia 

menempati urutan ketiga tertinggi di kawasan Asia Tenggara setelah Timor 

Leste dan Laos. Meskipun secara kategori Indonesia masih masuk ke dalam 

kategori moderat, indeks tersebut menunjukkan ada permasalahan serius 

mengenai komponen pangan Indonesia yang dinilai dari angka kurang gizi, 

anak yang kurus, angka stunting, dan kematian anak.6 

Di sisi lain, Indonesia juga belum mampu melakukan manajemen pangan 

dengan baik. Selama tahun 2021, di laporkan Indonesia masih melakukan 

impor sebanyak 407,74 ribu ton beras dari negara-negara lain.7 Izin impor 

beras saat ini masih diperlukan untuk beberapa keperluan khusus, seperti 

untuk keperluan hotel, restoran, kafe, serta warga negara asing yang tinggal 

di Indonesia. Menurut Kementerian Perdagangan, salah satu penghambat 

Indonesia meraih swasembada pangan yang baik adalah kurangnya lahan 

                                                      
4 Rahmawaty, S. Hut., MSi., Rencana Pemanfaatan Lahan Tidur Berdasarkan Pendekatan 
Ekosistem Fakultas Pertanian Program Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara  
yang diakses melalui https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1009/hutan-
rahmawaty4.pdf?sequence=2 pada 12 Mei 2022 pukul 11.00 WIB.  
5 Muhammad Noor, Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala, Yogyakarta: Kanisius (2001) 
6 Monavia Ayu Rizaty, “Tingkat Kelaparan Indonesia Peringkat Tiga Tertinggi di Asia Tenggara Pada 
2021,” Katadata, 1 November 2021, diakses melalui 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-
tertinggi-di-asia-tenggara-pada-
2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017
%2C9%20poin. Pada 31 Maret 2022 pukul 22.12 WIB. 
7 Viva Budy Kusnandar, “Indonesia Impor 407,7 Ribu Ton Beras Sepanjang 2021,” Katadata, 26 
Januari 2022, diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-
impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-
2021#:~:text=Secara%20akumulasi%20periode%20Januari%2DDesember,tahun%20lalu%20diba
nding%20tahun%20sebelumnya. Pada 31 Maret 2022 pukul 22.13 WIB. 

https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1009/hutan-rahmawaty4.pdf?sequence=2
https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1009/hutan-rahmawaty4.pdf?sequence=2
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-2021#:~:text=Secara%20akumulasi%20periode%20Januari%2DDesember,tahun%20lalu%20dibanding%20tahun%20sebelumnya
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-2021#:~:text=Secara%20akumulasi%20periode%20Januari%2DDesember,tahun%20lalu%20dibanding%20tahun%20sebelumnya
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-2021#:~:text=Secara%20akumulasi%20periode%20Januari%2DDesember,tahun%20lalu%20dibanding%20tahun%20sebelumnya
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indonesia-impor-4077-ribu-ton-beras-sepanjang-2021#:~:text=Secara%20akumulasi%20periode%20Januari%2DDesember,tahun%20lalu%20dibanding%20tahun%20sebelumnya
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pertanian, hal ini terjadi karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi 

menjadi kawasan perkotaan atau perumahan.8  

Konvesi lahan ini semakin kompleks ketika dihadapkan dengan 

rendahnya teknologi pertanian yang di terapkan oleh petani-petani Indonesia. 

Beberapa teknologi pertanian yang digunakan di Indonesia di antaranya: (1) 

transplanter yaitu mesin untuk mengatur jarak ideal antar tanaman utamanya 

padi; (2) Indo Combine Harvester yang berfungsi untuk memanen 

pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga 

pengantongan; (3) Mesin pemilah bibit unggul; (4) Alat pengering kedelai, dan 

(5) Instalasi pengolahan limbah9. Namun peralatan-peralatan ini terbilang 

mahal bagi petani jika tidak mendapat dukungan dari pemerintah. 

Dikarenakan teknologi pertanian yang terbatas, petani di Indonesia 

hanya mampu mengalami masa panen selama 1-2 kali selama setahun. Hal 

ini berbeda dengan Thailand sebagai salah satu negara agraris paling 

produktif di Asia Tenggara yang mampu mengalami masa panen 3 sampai 4 

kali dalam setahun karena dukungan teknologi pertanian yang baik.10 

Akibatnya, Thailand pun memiliki ketahanan pangan yang baik dan menjadi 

negara Asia Tenggara yang memiliki nilai kelaparan terendah.11 

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Indonesia mengoptimalisasi lahan-

lahan tidur yang tersedia guna memperkuat ketahanan pangan. Ketahanan 

pangan menurut UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah “kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 

                                                      
8 Samuel Pablo, “RI Tak Bisa Penuhi Kebutuhan Beras Sendiri, Ini Alasannya,” CNBC Indonesia, 14 
September 2018, diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914092613-4-
33072/ri-tak-bisa-penuhi-kebutuhan-beras-sendiri-ini-alasannya pada 31 Maret 2022 pukul 22.14 
WIB. 
9 5 Teknologi Pertanian Yang Diterapkan di Indonesia, diakses dari https://www.ngadipuro-
widang.desa.id/artikel/2021/6/12/5-teknologi-pertanian-yang-diterapkan-di-indonesia pada 2 Juni 
2022 
10 Septian Deny, “Ini Kunci Pertanian Thailand Lebih Produktif dari Indonesia,” Liputan 6, 25 Agustus 
2016, diakses melalui https://www.liputan6.com/bisnis/read/2585827/ini-kunci-pertanian-thailand-
lebih-produktif-dari-indonesia pada 31 Maret 2022 pukul 22.14 WIB. 
11 Monavia Rizaty, ‘Tingkat Kelaparan,” 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914092613-4-33072/ri-tak-bisa-penuhi-kebutuhan-beras-sendiri-ini-alasannya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180914092613-4-33072/ri-tak-bisa-penuhi-kebutuhan-beras-sendiri-ini-alasannya
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2585827/ini-kunci-pertanian-thailand-lebih-produktif-dari-indonesia
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2585827/ini-kunci-pertanian-thailand-lebih-produktif-dari-indonesia
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aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.12 Sementara itu, menurut UU 

Pangan, pangan didefiniskan sebagai “segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman”.  

Ketahanan pangan sejalan dengan agenda ekonomi hijau dalam 

pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu yang 

dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Meskipun 

demikian, dalam implementasi di lapangan masih terdapat beberapa 

hambatan. Pertama, adanya sinergi lintas sektoral yang tidak jalan. Sinergi 

yang tidak jalan menyebabkan kerangka perizinan menjadi lebih sulit sehingga 

pemanfaatan lahan tidur tidak disegerakan. Kedua, rendahnya teknologi 

pertanian. Rendahnya teknologi pertanian disebabkan oleh metode 

konvensional yang diutamakan para petani dan minimnya pendampingan dari 

Pemerintah. Ketiga, ketidakberpihakan subsidi kepada petani itu sendiri. Saat 

ini, petani-petani Indonesia masih belum sejahtera sehingga masih 

bergantung kepada barang-barang subsidi. Namun barang-barang subsidi 

tersebut –utamanya pupuk– sangat terbatas sehingga memaksa petani 

memikirkan jalan keluar lainnya yang dapat berdampak pada produktivitas 

pertanian mereka.  

Hambatan-hambatan tersebut harus segera ditanggulangi mengingat 

pentingnya perwujudan ketahanan pangan nasional. Upaya penanggulangan 

ini tentunya perlu melibatkan peran TNI, khususnya dalam operasi militer 

selain perang (OMSP). OMSP sendiri secara khusus diatur dalam UU RI No. 

34 tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana yang dijelaskan melalui UU 

tersebut, OMSP salah satunya ditujukan untuk mendukung kebijakan-

kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak kepada masyarakat 

luas.  

                                                      
12 BULOG, “Pengertian Ketahanan Pangan”, diakses dari 
http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/ pada 6 Oktober 2022 pukul 19.09 WIB. 

http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/
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Pelibatan peran TNI dalam mengoptimalkan lahan tidur yang di maksud 

antara lain, adalah penciptaan ruang juang dalam bentuk lahan untuk 

menyokong ketahanan pangan, mengingat ketahanan pangan juga krusial 

untuk pertahanan negara pada kondisi damai dan perang. Pada akhirnya, 

topik ini penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai implementasi dari program 

ekonomi hijau yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam 

bentuk optimalisasi lahan tidur. 

 

2. Rumusan Masalah. 

Indonesia sebagai negara agraris ternyata masih dihadapkan dengan 

sejumlah permasalahan strategis di sektor pangan, utamanya yang terkait 

dengan ketersediaan dan produktivitas lahan. Jika tidak segera diantisipasi, 

maka tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan ekonomi hijau dapat 

terancam, salah satunya adalah potensi krisis pangan dan rendahnya 

kontribusi ekonomi dari pengelolaan lahan. Oleh karena itu, yang menjadi 

rumusan masalah adalah: “Bagaimana mengoptimalkan lahan tidur guna 

meningkatkan ketahanan pangan?” Rumusan masalah tersebut selanjutnya 

dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pengelolaan lahan tidur di Indonesia saat ini?  

b. Bagaimana mengoptimalkan lahan tidur ditinjau dari aspek 

kebijakan pemerintah? 

c. Bagaimana mengoptimalkan lahan tidur ditinjau dari aspek 

pemberdayaan petani? 

d. Bagaimana sinergi lintas sektoral dalam mengoptimalkan lahan 

tidur untuk ketahanan pangan? 

 

3. Maksud dan Tujuan. 

a. Maksud.  

Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya optimalisasi 

lahan tidur sebagai bagian dari ekonomi hijau yang menjadi program strategis 
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pemerintah, berikut analisis dan pembahasannya untuk dapat meningkatkan 

ketahanan pangan. 

 

b. Tujuan.  

  Tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk 

menyampaikan konsep dan gagasan tentang pentingnya optimalisasi lahan 

tidur, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan 

bagi para pimpinan untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan. 

 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika. 

a. Ruang Lingkup.  

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek: 

kebijakan pemerintah, pemberdayaan petani (khususnya pertanian padi, dan 

sinergi lintas sektoral dalam mengoptimalkan lahan tidur. 

 

b. Sistematika.  

 Penulisan Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara 

bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut: 

1) Bab I PENDAHULUAN. 

Pada bab ini akan disampaikan apa yang menjadi latar belakang 

penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan 

sistematika, metode dan pendekatan, dan pengertian. 

2) Bab II TINJAUAN PUSTAKA. 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa rujukan yang akan menjadi 

sumber pustaka pada penulisan taskap optimalisasi lahan tidur, seperti 

peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis yang akan digunakan 

serta konsep yang relevan lainnya terkait materi bahasan dan akan 

diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang berada 

pada tataran global, regional dan nasional. 

3) Bab III PEMBAHASAN. 

Pada bab ini akan dilakukan analisis secara detail setiap pokok-

pokok bahasan terkait optimalisasi lahan tidur, guna meningkatkan 

ketahanan pangan. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk 
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dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. 

Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan 

pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, 

kongkrit dan kontekstual. 

4) Bab IV PENUTUP. 

Pada bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa 

rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. 

 

5. Metode dan Pendekatan. 

a. Metode.  

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) dan metode 

PEST (Political, Economy, Social dan Technology). 

 

b. Pendekatan.  

 Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini 

dilakukan dengan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan 

berdasarkan aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis 

multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. 

 

6. Pengertian. 

Agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, 

maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut: 

a. Optimalisasi Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling 

tinggi, dan sebagainya). Optimalisasi berakar kata dari optimal yang 

berarti baik, tinggi, atau paling menguntungkan13. 

 

b. Lahan Tidur adalah lahan yang dalam kurun waktu tertentu tidak 

digunakan sebagai lahan produksi pertanian maupun perkebunan 

                                                      
13 Definisi “Optimal “menurut KBBI, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimal pada 2 
Juni 2022 
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karena alasan-alasan tertentu, seperti: tidak dimanfaatkan meski 

mempunyai Hak Guna Usaha, status lahan tidak memiliki dasar hukum 

yang sah, dan kemampuan pengelolaan lahan yang kurang (Siswanto, 

2010)14. 

 

c. Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau. Dalam 

mewujudkan ketahanan Pangan, masyarakat mempunyai peran yang 

luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi 

pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan 

pencegahan dan penanggulangan masalah pangan15. 

 

d. Pemberdayaan Petani adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki oleh petani agar dapat mandiri dalam 

memanfaatkan lahan pertanian agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

dengan melibatkan partisipasi dan kepemimpinan dari kelompok tani 

yang diberdayakan (Wulanjari & Setiani, 2018)16. 

e. Produktivitas Lahan, dalam bidang pertanian, merujuk pada tingkat 

kesuburan atau daya dukung tanah terhadap proses budidaya tanaman. 

Dalam pengelolaannya, produktivitas lahan perlu mengikuti program 

konservasi agar produktivitas tanah tidak menurun17. Produktivitas lahan 

                                                      
14 Siswanto, Hari. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan 
Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. JURNAL EKSIS Vol. 6 No.1, 
Maret 2010: 1267 – 1266. Diakses dari http://karyailmiah.polnes.ac.id/images/Download-
PDF/Arsip%20Jurnal/EKSIS-VOL.06-NO.1-APRIL-2010/EKSIS%201%202010%20-%2003%20-
%20HARI%20UNMUL%20-
%20OPTIMALISASI%20PEMANFAATAN%20LAHAN%20TIDUR%20MELALUI%20PEMETAAN%
20PARTISIPATIF%20DI%20KELURAHAN%20KARYA%20MERDEKA%20KECAMATAN%20SAM
BOJA%20KABUPATEN%20KUTAI%20KARTANEGARA.pdf pada 2 Juni 2022 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, diakses dari http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-
content/uploads/2015/06/Peraturan-Pemerintah-No.68-Tahun-2002-Tentang-Ketahanan-
Pangan.pdf pada 2 Juni 2022 
16 Wulanjari, Munir Eti; Setiani, Cahyati. Strategi Pemberdayaan Petani Dalam Berusahatani, 
diakses dari 
http://digital.library.ump.ac.id/51/1/4.%20STRATEGI%20PEMBERDAYAAN%20PETANI%20DALA
M%20BERUSAHATANI.pdf pada 2 Juni 2022 
17 Direktorat Landuse, Direktorat Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri, Seminar Tata Guna 
Sumber-Sumber Alam pertama, 1967. Diakses dari 
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berkaitan dengan seberapa besar keuntungan yang mampu diberikan 

dari hasil panen kepada petani yang mengolahnya maupun kontribusinya 

terhadap ketahanan pangan (Fauzi, 2019)18. 

 

f. Krisis Pangan menurut Suleiman (1975) merupakan kondisi dimana 

hasil pangan tidak mampu memenuhi atau mengejar pertumbuhan 

penduduk19. Krisis pangan juga berarti ketersediaan lahan dan produksi 

pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk 

(Dewi & Ginting, 2012)20. 

 

g. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi 

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan 

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan 

kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, 

ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun 

dari dalam, untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan 

negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
https://www.google.co.id/books/edition/Seminar_Tata_Guna_Sumber_Sumber_Alam_per/zms6AQ
AAIAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=produktivitas%20lahan%20pertanian pada 2 Juni 2022 
18 Pengertian Produktivitas Lahan, diakses dari 
http://repository.ump.ac.id/9593/3/Riyan%20Fauzi_BAB%20II.pdf pada 2 Juni 2022 
19 Suleiman, Suli. Garis-garis besar politik luar negeri Republik Indonesia. Departemen Luar Negeri: 
1975. Diakses dari 
https://www.google.co.id/books/edition/Garis_garis_besar_politik_luar_negeri_Re/rqwiAQAAMAAJ
?hl=id&gbpv=0&bsq=krisis%20pangan pada 2 Juni 2022 
20 Dewi, Galuh Prila; Ginting, Ari Mulianta. Antisipasi Krisis Pangan 
Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Juni 2012 
65 – 78. Diakses dari https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/172 pada 2022 
21 Tim Pokja. Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia, 2022. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

7. Umum. 

Optimalisasi lahan tidur guna memperkuat ketahanan pangan memiliki 

beberapa potensi dan tantangan tersendiri. Dari segi potensi, apabila 

Indonesia mampu untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada, maka produksi 

bahan pangan akan meningkat sehingga menjamin pasokan pangan bagi 

masyarakat. Di sisi lain, lahan-lahan tidur sendiri belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kajian lebih lanjut melalui Tinjauan Pustaka yang mencakup: 

peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta 

kaitannya dengan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional, 

maupun nasional. 

Peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam Taskap ini 

antara lain: UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, UU RI Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU RI Nomor 22 Tahun 

2012 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah 

Terlantar. 

Pembahasan dalam kajian ini akan mengacu kepada tiga teori. Pertama, 

adalah Teori Pemberdayaan yang keterkaitan pengelolaan lahan tidur dengan 

partisipasi aktif masyarakat. Kedua, Teori Pertanian Berkelanjutan yang 

menekankan pada pencegahan pertumbuhan lahan tidur dan memanfaatkan 

lahan tidur yang ada dengan maksimal. Ketiga, Teori Sinergi sebagai fondasi 

dalam pengambilan kebijakan secara lintas sektoral. Ketiga kerangka teori 

tersebut didukung dengan sejumlah data dan fakta terkait, yakni luas lahan di 

Indonesia, luas lahan tidur nasional, hingga produksi pangan nasional. 

Selain itu, kajian mengenai pengelolaan lahan tidur guna mewujudkan 

ketahanan pangan nasional juga harus memperhatikan dinamika lingkungan 

strategis di tingkat nasional, regional, dan global. Ketiganya akan 

mempengaruhi – baik secara positif maupun negatif – terhadap pemanfaatan 

lahan tidur di Indonesia. 

10 
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8. Peraturan Perundang-undangan Terkait. 

a. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI melakukan operasi 

militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam Pasal 7 

ayat (2), salah satu tujuan dari operasi militer selain perang adalah untuk 

mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Dengan 

demikian. TNI diharapkan mampu mengamankan lahan tidur yang 

dialihfungsikan oleh negara sebagai lahan pertanian. 

 

b. UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Dalam UU ini, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya warga 

negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa di Indonesia. Ayat (2) dari Pasal 

tersebut juga menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak 

atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya. 

Peran Pemerintah kemudian diatur dalam Pasal 13. Ayat (1) 

menyebutkan bahwa Pemerintah berusaha agar supaya usaha dalam 

lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi 

dan kemakmuran rakyat. Kemudian, ayat (3) menyebutkan bahwa 

Pemerintah mengatur monopoli lapangan agraria berdasarkan Undang-

undang. Terakhir, ayat (4) menyebutan bahwa Pemerintah berusaha 

untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial dalam usaha-usaha di 

lapangan agraria. 

 

c. UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan. 

Pasal 3 dari peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan 

bahwa sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk: 

meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian 

guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, 

industri dalam negeri, dan eskpor; meningkatkan taraf hidup petani; dan 
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mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja. 

Kemudian, Pasal 14 ayat (1) mewajibkan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan budi daya dalam 

rencana tata ruang. Pasal 15 ayat (1) juga mewajibkan Pemerintah Pusat 

untuk menetapkan luas maksimum lahan untuk usaha budi daya 

pertanian. Terakhir, Pasal 18 ayat (1) juga mengklasifikasikan lahan budi 

daya pertanian sebagai lahan terbuka dan lahan tertutup. 

 

d. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah 

Terlantar. 

Berdasarkan PP ini, lahan yang dapat digunakan untuk pertanian 

dalam rangka kepentingan masyarakat adalah Tanah Cadangan Umum 

Negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (21), Tanah Cadangan Umum Negara 

(TCUN) adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah telantar dan 

ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), pendayagunaan TCUN untuk 

urusan pertanian dan non-pertanian dalam rangka kepentingan 

masyarakat dilakukan melalui: reforma agraria, proyek strategis 

nasional, Bank Tanah, dan cadangan negara lainnya. Ayat (2) 

menyebutkan bahwa pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usulan 

yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Kantor Pertanahan, dan/atau 

Pemerintah Daerah. Terakhir, ayat (4) menyebutkan bahwa penggunaan 

TCUN ditetapkan oleh Menteri. 

 

9. Kerangka Teoritis. 

a. Teori Pemberdayaan. 

Pemberdayaan adalah pengambilan suatu keputusan dari 

masyarakat secara otonom dengan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber 

daya yang mandiri, partisipatif, demokratis, dan berdampak langsung 

bagi masyarakat. Pemberdayaan dapat mewujudkan kemandirian, 

keswadayaan, dan keberdayaan manusia untuk memaksimalkan 

potensi-potensi yang mereka miliki. Program pemberdayaan harus 
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berpihak kepada masyarakat dengan menempatkan aktor tersebut 

sebagai pelaku utama.22 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai langkah memberikan 

sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan kepada masyarakat untuk 

menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam upaya 

mempengaruhi kehidupan kelompoknya.23 Pemberdayaan  merujuk  

pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  masyarakat sehingga 

mereka memiliki kekuatan  atau kemampuan dalam (a)  memenuhi  

kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  dari  

kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b)  

menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  

dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  

dan  jasa-jasa  yang  mereka perlukan;  dan  (c)  berpartisipasi  dalam  

proses  pembangunan  dan keputusan keputusan yang mempengaruhi 

mereka (Suharto 2005). 

Teori Pemberdayaan menekankan bahwa pemanfaatan lahan tidur 

secara optimal harus ditekankan kepada partisipasi masyarakat. 

Masyarakat merupakan kelompok sosial terdekat dengan keberadaan 

lahan-lahan tidur. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu 

memanfaatkannya demi ketahanan pangan. Dengan menguatnya 

ketahanan pangan, maka masyarakat juga yang akan mendapatkan 

manfaatnya berupa bahan konsumsi yang memadai. Sebagai 

konsekuensi dari ketahanan pangan yang tangguh, akan tercipta 

masyarakat yang sejahtera, yang kemudian mengarah pada penguatan 

Ketahanan Nasional.  

 

b. Teori Pertanian Berkelanjutan. 

Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya 

pertanian untuk membantu kebutuhan pangan manusia sekaligus 

menjaga kelestarian alam. Pertanian berkelanjutan dilakukan dengan 

                                                      
22 Kartika Ningtias, “Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan” WACANA Vol. 12, No. 3, Juli 2009, 
hal 611-612 
23 Jim Ife, Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and 
Practice (Longman, 1995). 
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pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan 

sumber daya alam dan mineral. Dengan adanya pertanian berkelanjutan, 

maka penggunaan energi yang lebih sedikit akan mengurangi dampak 

lingkungan sekaligus tetap menjaga nutrisi tanah setelah ditanami.24 

Pertanian berkelanjutan secara umum berarti bahwa pemanfaatan 

sumberdaya lahan, air dan bahan tanaman untuk usaha produksi bersifat 

lestari menghasilkan produk pertanian secara ekonomis dan 

menguntungkan. Teori pertanian berkelanjutan penting untuk mencegah 

pertumbuhan lahan tidur di Indonesia. Penyebab lahan tidur di Indonesia 

cukup luas adalah petani tidak lagi menggunakan lahan yang 

sebelumnya ditanami karena hilangnya nutrisi dalam tanah tersebut. 

Dengan pertanian berkelanjutan, maka diharapkan lahan-lahan 

pertanian dapat selalu produktif setelah masa panen yang pertama 

 

c. Teori Sinergi. 

Sinergi dapat terbangun melalui dua cara. Pertama, komunikasi. 

Sofyandi dan Garniwa menjelaskan bahwa komunikasi dapat diartikan 

dari dua bagian, yakni: (1) Komunikasi yang berorientasi pada sumber 

yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana 

seseorang secara bersungguh-sungguh memindahkan stimulan guna 

mendapatkan tanggapan. Sedangkan; (2) Komunikasi yang berorientasi 

pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan 

dimana seseorang menanggapi stimulus atau rangsangan.25 

Sinergitas berarti setiap unsur tidak memiliki kepentingan sendiri 

maupun strategi tersendiri yang bertolak belakang.26 Terdapat empat 

konsep dari bersinergi, yakni; (1) berorientasi pada hasil yang positif; (2) 

perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma; (3) saling 

                                                      
24 “Pengertian dan Konsep Pertanian Berkelanjutan,” Distan Kab. Buleleng, 28 Oktober 2019, 
diakses melalui https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-
pertanian-berkelanjutan-
22#:~:text=Pengertian%20pertanian%20berkelanjutan%20adalah%20pengelolaan,dan%20melesta
rikan%20sumber%20daya%20alam. Pada 31 Maret 2022 pukul 22.28 WIB. 
25 Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa, Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Graha Ilmu (2007) 
26 Gary W. Yunker, Instructor’s Resource Manual, Management, Third Edition, James A.F. Stoner, 
Charles Wankel: Manual (Prentice-Hall, 1986). 

https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22#:~:text=Pengertian%20pertanian%20berkelanjutan%20adalah%20pengelolaan,dan%20melestarikan%20sumber%20daya%20alam
https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22#:~:text=Pengertian%20pertanian%20berkelanjutan%20adalah%20pengelolaan,dan%20melestarikan%20sumber%20daya%20alam
https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22#:~:text=Pengertian%20pertanian%20berkelanjutan%20adalah%20pengelolaan,dan%20melestarikan%20sumber%20daya%20alam
https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22#:~:text=Pengertian%20pertanian%20berkelanjutan%20adalah%20pengelolaan,dan%20melestarikan%20sumber%20daya%20alam
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bekerja sama dan bertujuan sama melalui kesepakatan; (4) 

mengusahakan proses kerja secara efektif, terintegrasi, dan efisien. 

Teori ini bermanfaat sebagai pemecah masalah struktural antara 

lembaga pemerintahan mengenai pengelolaan lahan tidur. Pengelolaan 

lahan tidur yang masih terpusat di KLHK dan Kementan menyebabkan 

pihak-pihak lain yang ingin menggunakan lahan tidur tersebut secara 

produktif menjadi terbatas. Bahkan, DPR perlu menjembatani keinginan 

Pemda untuk mengelola lahan tidur. 

 

10. Data dan Fakta. 

Salah satu keuntungan geografis yang dimiliki oleh Indonesia merupakan 

kawasan geografis yang cukup luas di kawasan Asia Tenggara. Luas wilayah 

Indonesia berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat 

Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL tercatat mencapai 1.919.440 

km2.27 Dari luas lahan tersebut, Indonesia memiliki luas lahan baku sawah 

mencapai 7.463.948 hektare. Provinsi yang memiliki luas baku sawah terluas 

merupakan Jawa Timur dengan 1,2 juta hektare, diikuti oleh Jawa Tengah 

(1.049.661 hektare) dan Jawa Barat (928.218 hektare).28 

Luasnya lahan sawah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produksi bahan-bahan pangan dapat lebih maksimal apabila lahan-lahan tidur 

yang ada di Indonesia mampu dimanfaatkan. Namun nyatanya, tidak semua 

wilayah di Indonesia cocok untuk ditanam padi. Penguatan produksi padi 

dapat disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah 

Indonesia, seperti wilayah Jawa, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera 

                                                      
27 “Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan,” Detik.com, 20 November 2020, diakses 
melalui https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-
dan-lautan pada 20 Juni 2022 pukul 22.01 WIB. 
28 Yosepha Pusparisa, “Indonesia Miliki Luas Baku Sawah 7,46 Juta Hektare,” Katadata, 5 Februari 
2020, diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-
baku-sawah-746-juta-
hektare#:~:text=Luas%20Lahan%20Baku%20Sawah%20(2019)&text=Luas%20lahan%20baku%2
0sawah%20(LBS,Indonesia%20sebesar%207.463.948%20hektare. Pada 20 Juni 2022 pukul 22.00 
WIB. 

https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan
https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare#:~:text=Luas%20Lahan%20Baku%20Sawah%20(2019)&text=Luas%20lahan%20baku%20sawah%20(LBS,Indonesia%20sebesar%207.463.948%20hektare
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare#:~:text=Luas%20Lahan%20Baku%20Sawah%20(2019)&text=Luas%20lahan%20baku%20sawah%20(LBS,Indonesia%20sebesar%207.463.948%20hektare
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare#:~:text=Luas%20Lahan%20Baku%20Sawah%20(2019)&text=Luas%20lahan%20baku%20sawah%20(LBS,Indonesia%20sebesar%207.463.948%20hektare
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare#:~:text=Luas%20Lahan%20Baku%20Sawah%20(2019)&text=Luas%20lahan%20baku%20sawah%20(LBS,Indonesia%20sebesar%207.463.948%20hektare
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Selatan yang bersifat paling cocok untuk produksi padi karena kondisi iklim 

dan tanahnya.29 

Kementerian Pertanian menyebutkan jumlah lahan tidur nasional 

mencapai 14 juta hektare yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

memproduksi komoditas pangan strategis, dengan komposisi 70 persen 

lahannya berada dibawah kewenangan Perhutani sebagai Badan pemerintah 

yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan di 

Indonesia. Selain itu, Indonesia juga seharusnya dapat meningkatkan ekspor 

produk pangan apabila lahan-lahan tidur tersebut dapat dimanfaatkan.30 

Bahkan, jika dibandingkan, lahan tidur nasional lebih luas dibanding luas baku 

sawah di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa lahan tidur nasional 

sebenarnya dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan produksi 

pangan dalam negeri.  

Tingginya produksi pangan juga dapat menunjang kinerja ekspor beras 

yang tengah membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 

triwulan IV 2021, Indonesia mengekspor 317,81 juta ton beras. Angka tersebut 

berkurang 88,81% dibanding triwulan sebelumnya, tetapi jauh lebih tinggi – 

sebesar 96,66% - dibanding triwulan IV 2020. Secara akumulasi, Indonesia 

selama tahun 2021 mengekspor 3,26 ribu ton beras ke berbagai negara. 

Volume tersebut melonjak 790,77% dibanding periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Sementara itu, nilai ekspor beras Indonesia mencapai US$ 2,61 

juta.31 

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Pusat seharusnya berperan lebih 

besar dalam memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk 

dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur sebagai lumbung pangan nasional. 

                                                      
29 Kementerian Pertanian, “Inilah 10 Besar Provinsi Penghasil Beras”, diakses dari 

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4425 pada 6 Oktober 2022 pukul 
20.05 WIB.  
30 Dwi Murdaningsih, “Indonesia Miliki 14 Juta Hektare Lahan Tidur,” Republika, 14 Desember 2016, 
diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/oi6jqs368/indonesia-miliki-14-juta-hektare-lahan-
tidur pada 20 Juni 2022 pukul 22.03 WIB. 
31 Viva Budy Kusnandar, “Ekspor Beras Indonesia Melonjak Hampir 9 Kali Lipat pada 2021,” 
Katadata, 27 Januari 2022, diakses melalui 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-
kali-lipat-pada-
2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%2
02021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20tri
wulan%20IV%202020. Pada 20 Juni 2022 pukul 22.08 WIB. 

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4425
https://www.republika.co.id/berita/oi6jqs368/indonesia-miliki-14-juta-hektare-lahan-tidur
https://www.republika.co.id/berita/oi6jqs368/indonesia-miliki-14-juta-hektare-lahan-tidur
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-kali-lipat-pada-2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%202021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20triwulan%20IV%202020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-kali-lipat-pada-2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%202021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20triwulan%20IV%202020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-kali-lipat-pada-2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%202021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20triwulan%20IV%202020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-kali-lipat-pada-2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%202021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20triwulan%20IV%202020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/ekspor-beras-indonesia-melonjak-hampir-9-kali-lipat-pada-2021#:~:text=Volume%20dan%20Nilai%20Ekspor%20Beras,I%202015%20%2D%20TW%20IV%202021)&text=Badan%20Pusat%20Statiktik%20(BPS)%20melaporkan,66%25%20dibanding%20triwulan%20IV%202020
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Sayangnya, berbagai tanggung jawab ini masih dilepas kepada Pemerintah 

Daerah semata. Misalnya, di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan 

memiliki 153,19 hektar lahan tidur yang tersebar di enam kecamatan. Akan 

tetapi, Pemerintah Daerah belum dapat memanfaatkan lahan tidur tersebut 

sebagai sumber produksi pangan karena keterbatasan personel yang dapat 

mengolah lahan serta kekurangan anggaran pertanian, khususnya untuk 

menanam tanaman sayur yang rentan akan hama. Ganjalan lainnya adalah 

belum sepakatnya pemilik lahan dengan Pemerintah setempat.32 

Hambatan lain ditemukan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur 

memiliki lahan tidur yang paling banyak terletak di Kabupaten Kutai Barat dan 

Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah setempat pun telah 

mengalokasikan 75 persen anggaran Dinas Perkebunan untuk pemanfaatan 

lahan tidur yang bersentuhan langsung dengan petani, seperti penyediaan 

pupuk bersubsidi dan pembagian bibit unggul. Akan tetapi, hambatan di 

Kalimantan Timur terlihat dari bagaimana kualitas lahan yang ada. Sebagian 

besar lahan tidur yang terletak di kedua Kabupaten tersebut merupakan lahan 

bekas tambang dimana gizi tanahnya mungkin sudah berkurang dibandingkan 

lahan lain. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi lahan sebelum lahan 

tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan.33 

Kebutuhan akan lahan tidur sangat dibutuhkan untuk menangani dua 

permasalahan pelik yang sering menjerat masyarakat miskin. Pertama, adalah 

kelaparan. Penyebab kelaparan yang paling umum adalah tidak dapat 

menjangkau bahan pangan yang memadai, atau bahan pangan yang 

memadai memiliki harga yang mahal. Menurut Global Hunger Index (GHI), 

tingkat kelaparan Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi diantara 

negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia berada di bawah 

Timor Leste dan Laos.34 Hal ini cukup miris karena dibandingkan dengan 

                                                      
32 “Pemanfaatan Lahan Tidur di Tabanan Terganjal SDM dan Biaya,“ Bisnis Bali, 22 Agustus 2020, 
diakses melalui http://bisnisbali.com/pemanfaatan-lahan-tidur-di-tabanan-terganjal-sdm-dan-biaya/ 
pada 20 Juni 2022 pukul 22.13 WIB. 
33 “Manfaatkan Lahan Tidur Untuk Kesejahteraan Rakyat,” Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 
Timur, 15 Juni 2020, diakses melalui https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/manfaatkan-lahan-tidur-
untuk-kesejahteraan-rakyat pada 20 Juni 2022 pukul 22.17 WIB. 
34 Monavia Ayu Rizaty, “Tingkat Kelaparan Indonesia Peringkat Tiga Tertinggi di Asia Tenggara pada 
2021,” Katadata, 1 November 2021, diakses melalui 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-

http://bisnisbali.com/pemanfaatan-lahan-tidur-di-tabanan-terganjal-sdm-dan-biaya/
https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/manfaatkan-lahan-tidur-untuk-kesejahteraan-rakyat
https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/manfaatkan-lahan-tidur-untuk-kesejahteraan-rakyat
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
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sepuluh negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia memiliki potensi lahan 

terluas yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian. 

Selain kelaparan, isu yang kedua adalah stunting. Salah satu penyebab 

dari stunting adalah kekurangan gizi bagi bayi dan balita. Stunting dapat 

membawa masalah yang kompleks dalam jangka panjang. Berdasarkan 

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, 

angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% atau menurun 6,4% 

dibanding tahun 2018. Meskipun menunjukkan kemajuan yang positif, angka 

tersebut masih jauh dibanding target Pemerintah. Pemerintah menargetkan 

untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Itu 

artinya, angka prevalensi stunting harus menurun 10,4% dalam dua setengah 

tahun ke depan.35 Salah satu langkah untuk menurunkan stunting adalah 

meningkatkan akses terhadap makanan yang bergizi bagi seluruh bayi dan 

balita di seluruh Indonesia. 

Konsekuensi kekurangan pangan berupa kelaparan dan stunting 

semestinya tidak menjadi permasalahan di Indonesia yang gemah ripah loh 

jinawi, di mana Indonesia semestinya memiliki tanah yang kaya, tentram, 

makmur, dan subur, dengan hasil pertanian yang melimpah. Namun, seperti 

yang akan dibahas di bab selanjutnya, sektor pertanian di Indonesia belum 

mampu makmur sepenuhnya karena masih menemui beberapa tantangan 

dari aspek kebijakan, pemberdayaan petani, dan sinergi lintas sektoral yang 

masih belum optimal.  

 

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh. 

Optimalisasi lahan tidur guna memperkuat ketahanan pangan perlu 

memperhatikan dinamika di lingkungan strategis tingkat global, regional, dan 

nasional. 

                                                      
tertinggi-di-asia-tenggara-pada-
2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017
%2C9%20poin. Pada 20 Juni 2022 pukul 22.24 WIB. 
35 “Tahun 2022 Angka Prevalensi Stunting Harus Turun Setidaknya 3%” Stunting.go.id, 11 Mei 2022, 
diakses melalui https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-
setidaknya-
3/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Wapres%20memaparkan%20bahwa,30%2C8%25%20pada%2
02018. Pada 20 Juni 2022 pukul 22.29 WIB.  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021#:~:text=Tingkat%20kelaparan%20Indonesia%20menurut%20Global,yang%20sebesar%2017%2C9%20poin
https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Wapres%20memaparkan%20bahwa,30%2C8%25%20pada%202018
https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Wapres%20memaparkan%20bahwa,30%2C8%25%20pada%202018
https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Wapres%20memaparkan%20bahwa,30%2C8%25%20pada%202018
https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Wapres%20memaparkan%20bahwa,30%2C8%25%20pada%202018
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a. Pengaruh Lingkungan Strategis Global. 

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan 

oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah zero hunger atau tanpa 

kelaparan. Kelaparan adalah masalah serius yang berdampak pada 

produktivitas manusia dan lingkungan. Kelaparan dapat menurunkan 

kinerja masyarakat dan menyebabkan angka kriminalitas tinggi, 

sehingga berdampak pada lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, 

poin SDGs nomor dua, yaitu tanpa kelaparan (zero hunger) harus 

diwujudkan supaya kinerja masyarakat meningkat dan siap untuk 

mewujudkan poin SDGs lainnya. Poin SDGs kedua ini memiliki tujuan 

utama untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan 

memajukan pertanian berkelanjutan. Kerangka kerja indikator global 

yang dikembangkan oleh Inter-Agency and Expert Group on SDGs 

indicators (IAEG-SDGs) disetujui sebagai permulaan praktis pada sesi 

ke-47 Komisi Statistik PBB yang diadakan pada Maret 2016. Jumlah 

target dan indikator global tercapainya tanpa kelaparan (zero hunger) 

adalah 8 target dan 14 indikator. 

Salah satu target yang dicanangkan oleh PBB adalah 

melipatgandakan produksi pertanian dan bahan pangan non-pertanian. 

Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan petani skala 

kecil dilakukan melalui akses yang aman dan setara, sumber daya dan 

input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan 

peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian. 

Berdasarkan proses tercapainya tujuan nomor dua pada tahun 2016, 

dibutuhkan lebih banyak investasi, baik swasta maupun negeri, dari 

sumber-sumber domestik dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas 

produktif pertanian.  

Berdasarkan data PBB tentang proses di tahun 2018, bantuan 

untuk pertanian untuk negara-negara berkembang menurun menjadi 

sebesar 6% dari semua bantuan dana yang dialokasikan. Hal tersebut 

mengartikan bahwa jumlah kasus kelaparan di dunia sedang meningkat 
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lagi. Faktor utamanya adalah konflik, kekeringan, dan bencana terkait 

perubahan iklim. Produktivitas pertanian harus semakin ditingkatkan. 

Kemajuan teknologi dapat menjadi solusi untuk menggandakan 

produktivitas pertanian ini. Alat-alat baru yang efisien harus dapat dimiliki 

oleh setiap petani agar produktivitas pertanian meningkat secara merata 

di seluruh daerah hingga keadaan berangsur membaik.  

Pada 2019, kegiatan pendukung yang sedang dilakukan adalah 

memperkuat ketahanan dan pendapatan petani skala kecil yang secara 

sistematis produktivitasnya lebih rendah dari produsen makanan lainnya. 

Hal ini sangat penting karena bagian dari produsen skala kecil dalam hal 

seluruh produsen makanan di negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika 

Latin berkisar antara 40-85%, dibandingkan dengan di Eropa yang 

kurang dari 10%. 

Kemudian, PBB juga menekankan pada sistem pertanian 

berkelanjutan. Sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan 

menerapkan praktek pertanian yang ulet, yang terdiri dari empat target, 

yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi, membantu 

mempertahankan ekosistem, memperkuat kapasitas untuk adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan yang berdampak pada hasil produksi, 

dan yang secara progresif meningkatkan kualitas tanah dengan indikator 

proporsi area pertanian dibawah produktif dan berkelanjutan.  

Keempat target ini sangatlah penting, karena untuk mengakhiri 

kelaparan dan kekurangan gizi tergantung pada sistem produksi pangan 

berkelanjutan dan praktek pertanian ulet. Maka, sistem produksi pangan 

berkelanjutan harus benar-benar diperhatikan. Konsep berkelanjutan 

harus secepatnya diterapkan sebelum terjadinya penurunan kualitas 

lingkungan. Kualitas lingkungan yang buruk dapat berdampak buruk 

pada hasil pertanian, sehingga praktek pertanian yang ulet menjadi 

kurang efektif.36 

                                                      
36 “Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Institut Pertanian 
Bogor, diakses melalui 
https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/AwMsWiKJZhJYp71JaLU3zJxaDKr1GaxErPY4XHN
A.pdf pada 20 Juni 2022 pukul 22.56 WIB. 

https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/AwMsWiKJZhJYp71JaLU3zJxaDKr1GaxErPY4XHNA.pdf
https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/AwMsWiKJZhJYp71JaLU3zJxaDKr1GaxErPY4XHNA.pdf
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Peningkatan produksi pertanian dan sistem pertanian berkelanjutan 

sangat berkaitan dengan pokok pembahasan yakni meningkatkan 

ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan tidur. Kehadiran lahan tidur 

mampu meningkatkan produksi bahan pertanian sehingga mampu 

memberikan bahan pangan yang memadai baik di dalam negeri maupun 

bagi masyarakat global. Kemudian, prinsip pertanian berkelanjutan juga 

perlu diadaptasi dalam optimalisasi lahan tidur untuk memastikan bahwa 

kegiatan pertanian yang dilakukan tidak membawa kerugian-kerugian 

tertentu dalam jangka panjang. 

Optimalisasi lahan tidur telah menjadi program prioritas Uni Eropa 

hingga tahun 2030 mendatang. Uni Eropa menyebutkan bahwa lahan-

lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian menjadi kunci 

ketahanan pangan bagi masyarakat Eropa. Penggunaan lahan di Eropa 

juga perlu dimaksimalkan mengingat benua tersebut mengalami empat 

musim sehingga waktunya lebih terbatas dibandingkan negara tropis 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian. 

Untuk meningkatkan pertanian di lahan-lahan tidur, Uni Eropa 

memberikan subsidi kepada negara-negara anggotanya jika mampu 

memanfaatkan setidaknya 10% lahan yang tidak digunakan untuk 

kegiatan agrikultural. Meskipun begitu, kewenangan-kewenangan untuk 

memanfaatkan lahan tidur sebagai lahan pertanian tetap dikembalikan 

kepada pihak masing-masing negara. Akan tetapi, Uni Eropa memasang 

target yang ambisius, yakni mampu memanfaatkan sebagian besar 

lahan tidur untuk pertanian pada tahun 2030.37 

 

b. Pengaruh Lingkungan Strategis Regional. 

Menindaklanjuti visi PBB mengenai pembangunan berkelanjutan, 

ASEAN juga melaksanakan beberapa program dengan penekanan yang 

berbeda. Negara-negara Asia Tenggara telah berupaya bersama-sama 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertanian keluarga dalam 

mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di kawasan. Upaya 

                                                      
37 “Uncultivated Agricultural Land in Europe” European Union, diakses melalui 
https://cps.ceu.edu/research/ua-land-europe pada 20 Juni 2022 pukul 23.03 WIB. 

https://cps.ceu.edu/research/ua-land-europe
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tersebut dilakukan melalui Konferensi Regional tentang Penguatan 

Ketahanan Pangan, Nutrisi, dan Kesejahteraan Petani Asia Tenggara 

melalui Dekade Pertanian Keluarga PBB, yang bertujuan untuk 

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nol Kelaparan 

(Sustainable Development Goal of Zero Hunger) sebelum 2030. 

Pertanian keluarga merupakan cara yang dipilih oleh ASEAN untuk 

mengurangi kelaparan di tingkat regional. Pertanian keluarga 

berkontribusi paling besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan 

dan gizi masyarakat di seluruh dunia. Menurut Badan Pangan dan 

Pertanian Dunia, pertanian keluarga menghasilkan dan menyediakan 80 

persen makanan di dunia dan merupakan salah satu sumber pekerjaan 

terbesar. Di Asia Tenggara, sebagian besar lahan pertanian milik petani 

kecil yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian keluarga hanya memiliki 

luas kurang dari lima hektare. Angka yang lebih kecil dapat ditemukan di 

Indonesia dimana sebagian besar petani mengolah lahan kurang dari 

satu hektare. Hal inilah yang menyebabkan angka kelaparan di Asia 

Tenggara masih berada di tingkat moderat atau menengah.38 

Hal ini sangat disayangkan mengingat negara-negara ASEAN 

sangat berpotensi untuk menjadi lumbung pangan dunia. Pada tahun 

2012, ASEAN sempat menjadi pusat produksi beberapa komoditas 

pangan penting di dunia. ASEAN mampu memproduksi 129 juta ton 

beras, 40 juta ton jagung, 1,44 juta ton kacang kedelai, dan 70,34 juta 

ton singkong. Pada tahun yang sama, ASEAN juga berhasil mengekspor 

rata-rata 18,28 juta ton per komoditas. Hal ini menunjukkan potensi 

regional untuk berperan sebagai lumbung pangan Asia-Pasifi, bahkan 

dunia. 

Kekurangan dari ASEAN adalah tidak mampu menciptakan jalur 

dan mekanisme perdagangan yang efektif dan efisien. Sebagian besar 

produk pangan negara-negara ASEAN masih dimanfaatkan untuk 

kebutuhan dalam negeri, dengan utilisasi pangan domestik mencapai 

                                                      
38 Yuni Arisandy Sinaga, “Asia Tenggara Tingkatkan Kesadaran tentang Pertanian Keluarga,” Line 
Today, 4 April 2019, diakses melalui https://today.line.me/id/v2/article/qnoWQw pada 20 Juni 2022 
pukul 23.11 WIB. 

https://today.line.me/id/v2/article/qnoWQw
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116%, Tidak hanya itu, perdagangan pangan dengan negara-negara 

intra-ASEAN juga masih terhambat dengan keterbatasan konektivitas 

regional. Beberapa proyek yang dapat menyatukan Asia Tenggara pun 

belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. Misalkan, pengembangan 

Kanal di Sungai Mekong yang menyatukan beberapa negara ASEAN 

belum maksimal. Hal yang sama juga dapat dilihat dengan 

pengembangan jalan tol yang berkesinambungan antara Singapura 

hingga Tiongkok juga belum terwujud.39 

Beberapa negara pun juga memiliki strategi yang berbeda-beda 

dan terkadang tidak sesuai dengan kerangka yang telah disusun 

bersama. Salah satu contohnya adalah Thailand. Dari segi kebijakan, 

Thailand memiliki One Paper Thailand di mana sawah dikuasai oleh 

negara sehingga mampu dikelola dengan lebih efektif. Kemudian, 

Thailand juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dimana 

terjadi alih fungsi lahan besar-besaran kawasan pertanian menjadi 

kawasan industri. Hal ini pun berdampak pada lahan pertanian yang 

berkurang secara signifikan.40 Melihat hal tersebut, Thailand pun 

berinovasi dengan mengedepankan urban farming sebagai salah satu 

cara untuk memenuhi kebutuhan pangan.  

Urban farrming adalah proses penanaman yang dapat dilakukan di 

rumah maupun lahan-lahan yang sempit. Urban farming di Thailand 

meningkat angkanya sejak pandemi Covid-19 akibat adanya 

pembatasan sosial dan semakin banyaknya pekerja yang dirumahkan. 

Kehadiran urban farming diklaim mampu meningkatkan ketahanan 

pangan di Thailand karena masyarakat tidak lagi bergantung pada sayur-

sayuran dan buah-buahan yang dipasok dari lahan pertanian maupun 

perkebunan. Meskipun masih membutuhkan bahan pokok, masyarakat 

                                                      
39 “Agriculture: Planting the Seeds of Progress,” Invest ASEAN, diakses melalui 
http://investasean.asean.org/index.php/page/view/agriculture pada 20 Juni 2022 pukul 23.20 WIB 
40 “Thai Farmers Fear Loss of Land to Mega Industrial Zone,” Eco-Business, 4 Januari 2022, diakses 
melalui https://www.eco-business.com/news/thai-farmers-fear-loss-of-land-to-mega-industrial-zone/ 
pada 20 Juni 2022 pukul 23.23 WIB, 

http://investasean.asean.org/index.php/page/view/agriculture
https://www.eco-business.com/news/thai-farmers-fear-loss-of-land-to-mega-industrial-zone/
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semakin mudah untuk mendapatkan gizi yang memadai di masa 

pandemi.41 

Adanya perbedaan strategi dari Thailand menunjukkan bahwa 

negara-negara Asia Tenggara belum memiliki pandangan yang sama 

mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, 

terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19. Thailand lebih berfokus 

untuk melakukan industrialisasi yang secara signifikan mengurangi 

jumlah lahan pertanian. Strategi yang dipilih Thailand adalah dengan 

memanfaatkan urban farming agar masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan pangan sekunder seperti sayur dan buah-buahan secara 

mandiri. 

Hal ini tentu kontras dengan apa yang terjadi di Indonesia. 

Meskipun urban farming pernah mendapatkan momentum saat awal 

pandemi, peningkatan ketahanan pangan yang dipilih oleh Pemerintah 

lebih berfokus pada bagaimana menggunakan lahan pertanian aktual, 

dan bukan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini mungkin terkait 

dengan permintaan beras yang besar di kalangan masyarakat Indonesia 

mengingat jumlah penduduknya yang jauh lebih besar daripada 

Thailand.  

 

c. Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional. 

Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi lahan 

tidur untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional diantaranya : 

1) Geografi.  

Indonesia memiliki 14 juta hektare lahan tidur. Banyaknya lahan 

tidur disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakmampuan 

pemilik lahan untuk mengelola lahan tidur secara produktif hingga 

sengketa pertanahan. Selain itu, kepemilikan tanah di Indonesia juga 

masih belum jelas sepenuhnya sehingga banyak lahan yang terlantar 

akibat tidak jelas siapa pemiliknya. 

 

                                                      
41  Kornchanok RaksaserI dan Thana Boonlert, “New-Wave Urban Farming,” Bangkok Post, 31 Mei 
2020, diakses melalui https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1926852/new-wave-
urban-farming pada 20 Juni 2022 pukul 23.28 WIB. 

https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1926852/new-wave-urban-farming
https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1926852/new-wave-urban-farming
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2) Demografi. 

Indonesia seharusnya memiliki peluang untuk mengalami bonus 

demografi pada tahun 2030-2045. Bonus demografi adalah kondisi 

dimana generasi produktif merupakan proporsi penduduk terbesar 

bangsa Indonesia. Sayangnya, banyak generasi produktif yang enggan 

untuk masuk ke dalam bidang pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, mulai dari kurangnya keterampilan hingga perspektif 

masyarakat yang buruk mengenai kesejahteraan di bidang usaha 

pertanian Indonesia. 

 

3) Sumber Kekayaan Alam.  

Lahan pertanian merupakan SKA yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia dan belum tentu dimiliki oleh bangsa lainnya. Sayangnya, 

banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi baik menjadi 

perumahan maupun kawasan industri. Selain itu, pertanian yang telah 

dikembangkan juga belum tentu sejalan dengan prinsip pertanian 

berkelanjutan sehingga manfaatnya kurang dirasakan dalam jangka 

panjang. 

 

4) Ideologi.  

Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam optimalisasi lahan tidur. 

Nilai Pancasila yang harus diterapkan secara utama adalah sila kelima, 

yakni keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Adanya lahan tidur 

mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia untuk 

mendapatkan akses pangan. 

 

5) Politik.  

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah berulangkali untuk 

menyuarakan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur. Akan 

tetapi, komitmen politik Pemerintah untuk segera memanfaatkan lahan 

tidur belum terlihat sehingga belum mampu memberikan hasil yang 

maksimal. Sebagai contohnya, saat ini masih terdapat kekosongan 

regulasi mengenai bagaimana Pemerintah dapat memanfaatkan lahan 

tidur untuk kepentingan penguatan ketahanan pangan. 
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6) Ekonomi. 

Pemanfaatan lahan tidur secara maksimal akan mampu untuk 

meningkatkan valuasi ekspor Indonesia di bidang pangan. Valuasi 

ekspor Indonesia telah mencapai 9 kali lipat dibandingkan pada tahun 

2020 lalu. Pemanfaatan lahan tidur dapat lebih jauh meningkatkan 

valuasi ekspor tersebut mengingat akan menambah pasokan pangan 

yang dapat diekspor. 

 

7) Sosial Budaya.  

Indonesia merupakan negara yang menghargai keberagaman 

budaya dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan tidur 

dengan prinsip pertanian berkelanjutan perlu ditanamkan dalam adat 

istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Sayangnya, masyarakat 

Indonesia masih belum memiliki kesadaran ekologi yang tinggi sehingga 

aktivitasnya cenderung merusak alam. Contohnya adalah Karhutla yang 

terjadi akibat pembukaan lahan melalui pembakaran lahan. 

 

8) Hankam.  

TNI dan Polri memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan 

pangan melalui optimalisasi lahan tidur. Dari aspek pertahanan, hal ini 

tentu harus disesuaikan dengan rencana tata ruang pertahanan di 

wilayah setempat dan bagaimana kontribusi OMSP (seperti TMMD) 

selama ini dalam memberdayakan lahan tidur. Sementara dari aspek 

keamanan, harus ada upaya pencegahan dan penegakan hukum 

terhadap potensi sengketa lahan, mafia tanah dan konflik agraria lainnya 

dalam mengoptimalkan lahan tidur. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum. 

Bagian pembahasan akan melanjutkan elaborasi permasalahan dengan 

menggunakan kerangka teori, beragam data dan fakta, peraturan perundang-

undangan, serta kondisi lingkungan strategis yang telah dipaparkan dalam 

bagian sebelumnya. Berbagai perangkat analisis tersebut merupakan dasar 

berpikir yang dapat dielaborasi lebih mendalam dan lebih detail untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dengan menawarkan kemungkinan solusi 

dalam optimalisasi lahan tidur untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap 

manusia. Dengan demikian, optimalisasi lahan tidur dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan primer setiap manusia. Sayangnya, optimalisasi lahan 

tidur masih menemui berbagai hambatan. Tulisan ini mengidentifikasi 

setidaknya terdapat tiga aspek yang menjadi hambatan optimalisasi lahan 

tidur, yaitu aspek kebijakan pemerintah, aspek pemberdayaan petani, dan 

aspek sinergitas lintas sektoral. 

Bagian ini akan membahas mengenai optimalisasi lahan tidur dengan 

meninjau kondisi pangan saat ini. Kemudian, tulisan ini akan berusaha 

membedah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung optimalisasi 

lahan tidur. Lebih lanjut lagi, tulisan ini juga akan membahas mengenai 

pemberdayaan petani sebagai aktor utama dalam mewujudkan ketahanan 

pangan. Terakhir, pembahasan akan diarahkan kepada bagaimana sinergitas 

lintas sektoral saat ini yang belum mampu untuk mewujudkan optimalisasi 

lahan tidur. Dalam setiap bagian, kajian ini akan menjelaskan potensi 

tantangan yang harus dihadapi Indonesia dan menawarkan solusi 

berdasarkan analisis SWOT dan analisis PEST. 

 

13. Pengelolaan Lahan Tidur di Indonesia Saat Ini. 

Indonesia memiliki potensi lahan tidur seluas 33,4 juta hektar yang terdiri 

atas 20,1 juta hektar lahan pasang surut dan 13,3 juta hektar lahan rawa 
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lebak.42 Jika dikaji lebih lanjut, sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat terdapat 

80.000 hektar lahan tidur. Akan tetapi, hanya 20.000 hektar yang dikelola.43 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat mengoptimalisasi lahan 

tidur dengan baik.  

Menurut Profesor Rizaldi Boer, penyebab utama Indonesia sebagai 

negara agraris memiliki banyak lahan tidur adalah pengelolaan tata ruang 

yang tidak baik. Sebagian besar lahan tidur berada di kawasan Areal 

Penggunaan Lain (APL) dan kawasan hutan yang masuk dalam konsesi. 

Dengan demikian, menurut Profesor Rizaldi, pemanfaatan lahan yang tidak 

produktif harus dioptimalkan dengan mempertimbangkan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan tata ruang yang lebih strategis.44 

Sementara itu, hingga pada tahun 2025, Indonesia membutuhkan lahan 

sebesar 13,17 Juta Ha untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.45 

Apabila tidak dapat terakomodasi dengan baik, maka hal ini akan berimplikasi 

pada potensi krisis pangan. Oleh karenanya, pemanfaatan lahan tidur 

merupakan aspek krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

Akan tetapi, hingga saat ini pemanfaatan lahan tidur sebagai instrumen 

peningkatan ketahanan pangan Indonesia masih belum optimal. Hal ini 

dikarenakan minimnya anggaran untuk mengelola lahan tidur. Pengembangan 

lahan tidur menjadi kawasan pertanian membutuhkan biaya yang besar. Hal 

ini berkaitan dengan aspek pembiayaan pengelolaan, bibit, pupuk, hingga 

pemeliharaan produk pertanian.46 

Pemanfaatan lahan tidur sebenarnya sudah menjadi prioritas beberapa 

pemangku kepentingan. Kementerian Pertanian telah mengubah beberapa 

                                                      
42 “Indonesia Punya Potensi Lahan Tidur Seluas 9,3 Juta Hektare,“ JPNN, 23 November 2018, 
diakses melalui https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-
hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20t
idur%20bisa%20dibangunkan. Pada 31 Maret 2022 pukul 20.43 WIB. 
43 “80.000 Hektar Lahan Tidur di Jabar,” Kompas.com, (23 April 2008). Diakses melalui 
https://nasional.kompas.com/read/2008/04/23/13364840/80-000-hektar-lahan-tidur-di-jabar.  
44 Prisca Triferna Violletta, “Pakar Usulkan Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Kurangi Pembukaan 
Hutan,“ Antara, 24 Februari 2021, diakses melalui 
https://www.antaranews.com/berita/2015796/pakar-usulkan-pemanfaatan-lahan-tidur-untuk-
kurangi-pembukaan-hutan pada 25 Juli 2022 pukul 18.42 WIB. 
45 Sinuwun, “Kebutuhan Lahan Untuk Pangan Capai 13,17 Juta Ha,” Pertanian Kulon Progo, (n.d.). 
Diakses melalui https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/10/kebutuhan-lahan-untuk-pangan-
capai-1317-juta-ha. 
46 “Pemanfaatan Lahan Tidur di Tabanan Terganjal SDM dan Biaya,” Bisnis Ball, (22 Agustus 2020). 
Diakses melalui http://bisnisbali.com/pemanfaatan-lahan-tidur-di-tabanan-terganjal-sdm-dan-biaya/. 

https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
https://www.jpnn.com/news/indonesia-punya-potensi-lahan-tidur-seluas-93-juta-hektare#:~:text=Direktur%20Perlindungan%20dan%20Perluasan%20Lahan,itu%2C%20lahan%20tidur%20bisa%20dibangunkan
https://www.antaranews.com/berita/2015796/pakar-usulkan-pemanfaatan-lahan-tidur-untuk-kurangi-pembukaan-hutan
https://www.antaranews.com/berita/2015796/pakar-usulkan-pemanfaatan-lahan-tidur-untuk-kurangi-pembukaan-hutan
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lahan tidur menjadi pertanian terintegrasi, atau integrated farming. Salah 

satunya adalah di Kabupaten Sidrap. Lahan tidur di wilayah tersebut berhasil 

diubah menjadi lahan pertanian produktif untuk ditanami komoditas 

unggulan.47 Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementan 

terbilang mikro, dan hanya berada di wilayah tertentu. Hal ini seakan 

memperlihatkan bahwa pengelolaan lahan tidur belum menjadi prioritas 

Kementan. Prioritas ini juga semakin berkurang mengingat Kementan 

berfokus menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022.48 Di 

pertengahan 2022 misalnya, Kementan berfokus untuk mendistribusikan 

sebanyak 620.700 dosis vaksin PMK ke 19 provinsi dan ke UPT Perbibitan.49 

Di sisi lain, terdapat aksi saling lempar wewenang antara Kementerian 

ATR/BPN dengan Pemda terkait. Pada tahun 2016, Menteri ATR saat itu, 

Ferry Mursyidan Baldan, mendorong Pemda untuk meminjamkan lahan tidur 

kepada masyarakat untuk kegiatan usaha produktif. Peminjaman tersebut, 

menurut Baldan, berada di kewenangan Pemda. Pemda dapat mengeluarkan 

perjanjian pemanfaatan dalam batas tertentu yang sesuai dengan tata ruang 

setempat.50 Perintah tersebut cukup berlawanan dengan apa yang terjadi 

baru-baru ini. Pada tahun 2020, Bupati Sumedang telah mengajukan 

permohonan kepada Menteri ATR/BPN untuk menggunakan beberapa lahan 

tidur yang tersebar di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, hingga akhir 2021, 

permohonan lahan tersebut belum digubris oleh Menteri ATR/BPN.51 Contoh 

                                                      
47 Edi Sumardi, “Lahan Tidur di Sidrap Disulap Jadi Lahan Integrated Farming, Mentan Syahrul Yasin 
Limpo Pun Datang,” Tribun, 5 Februari 2022, diakses melalui 
https://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/lahan-tidur-di-sidrap-disulap-jadi-lahan-integrated-
farming-mentan-syahrul-yasin-limpo-pun-datang pada 25 Juli 2022 pukul 19.50 WIB. 
48 “Pemerintah Gencarkan Vaksinasi PMK Bagi Hewan Ternak,” Menpan RB, 15 Juni 2022, diakses 
melalui https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-gencarkan-vaksinasi-
pmk-bagi-hewan-ternak pada 25 Juli 2022 pukul 19.59 WIB. 
49 Bisnis.com, “Kementan Kirim 620.700 Dosis Vaksin PMK ke 19 Provinsi, Begini Strateginya”, 
diakses 24 Agustus 2022 dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220626/12/1548088/kementan-
kirim-620700-dosis-vaksin-pmk-ke-19-provinsi-begini-strateginya  
50 Yudi Abdullah, “Menteri ATR/BPN Dorong Pemda Pinjamkan Lahan Tidur,” Antara, 14 Januari 
2016, diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/539823/menteri-atr-bpn-dorong-pemda-
pinjamkan-lahan-tidur pada 25 Juli 2022 pukul 19.56 WIB. 
51 Nanang Sutisna, “Izin Hak Pakai Lahan Tidur di Sumedang Masih Menunggu Keputusan Menteri 
ATR BPN,” Pikiran Rakyat, 4 November 2021, diakses melalui https://kabarpriangan.pikiran-
rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482945310/izin-hak-pakai-lahan-tidurdi-sumedang-masih-
menunggu-keputusan-menteri-atr-bpn pada 25 Juli 2022 pukul 19.57 WIB. 

https://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/lahan-tidur-di-sidrap-disulap-jadi-lahan-integrated-farming-mentan-syahrul-yasin-limpo-pun-datang
https://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/lahan-tidur-di-sidrap-disulap-jadi-lahan-integrated-farming-mentan-syahrul-yasin-limpo-pun-datang
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-gencarkan-vaksinasi-pmk-bagi-hewan-ternak
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-gencarkan-vaksinasi-pmk-bagi-hewan-ternak
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220626/12/1548088/kementan-kirim-620700-dosis-vaksin-pmk-ke-19-provinsi-begini-strateginya
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220626/12/1548088/kementan-kirim-620700-dosis-vaksin-pmk-ke-19-provinsi-begini-strateginya
https://www.antaranews.com/berita/539823/menteri-atr-bpn-dorong-pemda-pinjamkan-lahan-tidur
https://www.antaranews.com/berita/539823/menteri-atr-bpn-dorong-pemda-pinjamkan-lahan-tidur
https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482945310/izin-hak-pakai-lahan-tidurdi-sumedang-masih-menunggu-keputusan-menteri-atr-bpn
https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482945310/izin-hak-pakai-lahan-tidurdi-sumedang-masih-menunggu-keputusan-menteri-atr-bpn
https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482945310/izin-hak-pakai-lahan-tidurdi-sumedang-masih-menunggu-keputusan-menteri-atr-bpn
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kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan birokrasi masih menjadi salah 

satu alasan pemanfaatan lahan tidur di Indonesia belum optimal. 

Kemudian, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam 

pemanfaatan lahan tidur di Indonesia, Pertama, kebijakan perencanaan tata 

ruang di sektor pangan yang belum efektif, terutama terkait kepemilikan tanah 

berupa lahan petak. Tata ruang di sektor pangan seharusnya menjadi bagian 

dari Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Pemda. Akan tetapi, tidak semua 

Pemda memandang pentingnya tata ruang di sektor pangan. Pada tahun 

2010, hanya enam provinsi yang memiliki tata ruang pengelolaan pangan 

berkelanjutan. Sektor pangan merupakan sektor yang membutuhkan 

pembangunan jangka panjang. Dengan adanya sebagian Pemda yang belum 

memandang penting tata ruang di sektor pangan, maka upaya pemanfaatan 

lahan tidur untuk kegiatan pertanian produktif menjadi kurang optimal. 

Jika dikaitkan dengan kerangka teori yang relevan, maka permasalahan 

ini menunjukkan bahwa sinergi antara Pemda, Pusat, dan antar K/L terkait 

belum terbentuk. Berdasarkan Teori Sinergi, setiap unsur pemerintahan 

seharusnya tidak memiliki kepentingan maupun strategi tersendiri yang 

bertolak belakang satu sama lain. Pemerintah Pusat, khususnya melalui 

Kementan, terus memperhatikan penguatan ketahanan pangan dimana 

pemanfataan lahan tidur menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Akan 

tetapi, prioritas Pusat tersebut belum diikuti oleh Pemda yang memandang 

sektor pertanian berkelanjutan kurang dibutuhkan karena kurang 

menguntungkan. Pada akhirnya, banyak Pemda yang mengedepankan 

pembangunan berorientasi ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan 

ketahanan pangan. Hal ini mempersulit pelaksanaan program Pemerintah 

Pusat. 

Kedua, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi pertanian. 

Harus diakui bahwa industri pertanian merupakan salah satu industri 

terbelakang yang ada di Indonesia. Sebagian besar petani masih 

mengandalkan metode yang tradisional, sedangkan di luar negeri, para 

petaninya telah mulai memanfaatkan cara-cara modern dengan menerapkan 

teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sebagai 
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contoh, industri pertanian di wilayah gurun seperti Israel dapat dikembangkan 

dengan baik akibat teknologi yang mumpuni.52   

Padahal, Indonesia memasuki era revolusi digital dimana seluruh bidang 

kehidupan masyarakat bergantung pada penggunaan teknologi. Melalui 

penguasaan teknologi, para petani diharapkan mampu meningkatkan 

produksi pangan sehingga dapat menciptakan swasembada pangan bagi 

masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, hasil tani yang ditanam dan dirawat 

dengan bantuan teknologi juga akan lebih kuat dan lebih beragam. Penguatan 

kualitas dalam proses-proses pertanian juga dibutuhkan untuk menghadapi 

perubahan-perubahan iklim ekstrem yang terjadi secara global, seperti 

kekeringan yang makin panjang atau hujan yang berkepanjangan.53 

Hal ini tentu berlawanan dengan Teori Pertanian Berkelanjutan. Teori 

Pertanian Berkelanjutan menghendaki adanya pengelolaan sumber daya 

pertanian untuk membantu kebutuhan pangan manusia sekaligus menjaga 

kelestarian alam. Dengan adanya pertanian berkelanjutan, maka penggunaan 

energi yang lebih sedikit akan mengurangi dampak lingkungan sekaligus tetap 

menjaga nutrisi tanah setelah ditanami. Pertanian berkelanjutan menekankan 

pada kelestarian mutu lingkungan, keseimbangan ekosistem agrikultur, dan 

kelestarian keanekaragaman hayati.  

Ketiga, keberadaan para petani kurang diberdayakan. Indonesia 

sejatinya masih memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbilang cukup baik. 

Pada Juni 2022, indeks NTP di Indonesia mencapai 119,71. BPS 

mendefinisikan NTP diatas 100 berarti indeks harga yang diterima petani lebih 

besar dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayar oleh petani.54 

Akan tetapi, kenyataannya, para petani kurang sejahtera di Indonesia. 

Berdasarkan data ekonomi makro, hal ini disebabkan oleh persentase PDB 

                                                      
52 Jagad Tani, “ Rahasia Pertanian Israel Maju Pesat“, diakses dari 

https://jagadtani.com/read/2011/rahasia-pertanian-israel-maju-pesat pada 6 Okober 2022 pukul 
19.40 WIB.  
53 Sulaeman, “Rendahnya Pendidikan Petani Sebabkan Teknologi di Industri Pertanian Tertinggal,“ 
Merdeka, 11 Februari 2020, diakses melalui https://www.merdeka.com/uang/pengamat-ungkap-
penyebab-teknologi-di-industri-pertanian-tertinggal.html pada 25 Juli 2022 pukul 20.14 WIB. 
54 “IT (Indeks Harga Yang Diterima Petani) Tanpa Perikanan Menurut Provinsi (2018=100) 2022,” 
Badan Pusat Statistik, diakses melalui https://www.bps.go.id/indicator/22/2127/1/it-indeks-harga-
yang-diterima-petani-tanpa-perikanan-menurut-provinsi-2018-100-.html pada 25 Juli 2022 pukul 
21.21 WIB. 

https://jagadtani.com/read/2011/rahasia-pertanian-israel-maju-pesat
https://www.merdeka.com/uang/pengamat-ungkap-penyebab-teknologi-di-industri-pertanian-tertinggal.html
https://www.merdeka.com/uang/pengamat-ungkap-penyebab-teknologi-di-industri-pertanian-tertinggal.html
https://www.bps.go.id/indicator/22/2127/1/it-indeks-harga-yang-diterima-petani-tanpa-perikanan-menurut-provinsi-2018-100-.html
https://www.bps.go.id/indicator/22/2127/1/it-indeks-harga-yang-diterima-petani-tanpa-perikanan-menurut-provinsi-2018-100-.html
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yang tidak merata. Sektor pertanian kurang lebih menghasilkan 13 persen dari 

PDB Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerja pertanian pun meningkat 

pada tahun 2020 menjadi 29,76 persen dari total distribusi tenaga kerja. Ketika 

penghasilan PDB hanya 13 persen dan kemudian harus menanggung 29,76 

persen tenaga kerja, maka beban pendapatan di sektor pertanian semakin 

berat. Hal ini juga dapat berdampak pada produktivitas pertanian.55 

Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan Teori Pemberdayaan. 

Pemberdayaan seharusnya menempatkan kekuatan atau kemampuan pada 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber 

produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Para petani belum 

mendapatkan kehidupan yang sejahtera berarti kekuatan belum diserahkan 

sepenuhnya kepada para petani. Padahal, petani merupakan ujung tombak 

ketahanan pangan Indonesia. Apabila kesejahteraan para petani belum 

diperkuat, maka akan sulit untuk mengatasi ketahanan pangan di Indonesia, 

khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tidur. 

Keempat, kurangnya inovasi dalam sektor agraria. Riset dan inovasi 

merupakan langkah utama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas di 

sektor pertanian. Kuantitas dan kualitas perlu dikembangkan mengingat 

banyaknya lahan tidur di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Riset 

dalam bidang pertanian pun sebenarnya tidak bisa dikatakan sedikit. Pada 

tahun 2018, Menteri Pertanian saat itu, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa 

terdapat 1.018 riset yang dilaksanakan dalam bidang pertanian. Dari ribuan 

riset tersebut, inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi petani terbilang 

minim karena rendahnya hilirisasi riset. Artinya, riset dilakukan tanpa 

menghasilkan inovasi. Padahal, Kementan melalui Balitbangtan siap 

memberikan royalti dan penghargaan bagi inovator-inovator di bidang 

pertanian.56 

Permasalahan ini juga dapat ditinjau dengan menggunakan Teori 

Pertanian Berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber 

                                                      
55 Mentari Dwi Gayati, “BPS Catat Rumah Tangga Miskin Terbesar Berasal dari Sektor Pertanian,“ 
Antara, 25 Juli 2022, diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/2005209/bps-catat-rumah-
tangga-miskin-terbesar-berasal-dari-sektor-pertanian pada 25 Juli 2022 pukul 21.20 WIB. 
56 “Riset Pertanian Tinggi, Inovasi Masih Minim,” Balitbang Kemendagri, 16 Oktober 2018, dakses 
melalui https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-pertanian-tinggi-inovasi-masih-minim/ pada 25 
Juli 2022 pukul 21.36 WIB.  

https://www.antaranews.com/berita/2005209/bps-catat-rumah-tangga-miskin-terbesar-berasal-dari-sektor-pertanian
https://www.antaranews.com/berita/2005209/bps-catat-rumah-tangga-miskin-terbesar-berasal-dari-sektor-pertanian
https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-pertanian-tinggi-inovasi-masih-minim/
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daya pertanian untuk membantu kebutuhan pangan manusia sekaligus 

menjaga kelestarian alam. Pertanian berkelanjutan dilakukan dengan 

pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber 

daya alam dan mineral. Upaya pengembangan pertanian berkelanjutan 

membutuhkan inovasi dalam bidang teknologi pertanian. Inovasi ini 

dibutuhkan untuk mengubah metode pertanian para petani di Indonesia – yang 

sebelumnya bergantung kepada sistem pertanian tradisional – menjadi sistem 

pertanian yang modern. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisasi pola 

pengelolaan lahan atau tanah serta inovasi yang benar-benar bermanfaat dan 

dapat diaplikasikan. 

Kelima, sinergi lintas sektoral untuk optimalisasi lahan tidur masih 

kurang optimal. Dari perspektif kelembagaan, setidaknya terdapat beberapa 

institusi yang terlibat dalam pemanfaatan lahan tidur, seperti Kementan, 

Kementerian ATR/BPN, Pemda, dan Bulog. Sayangnya, setidaknya tiga 

institusi tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait pemanfaatan 

lahan tidur. Dari sisi Pemda, masih cukup banyak yang memandang 

pemanfaatan lahan tidur bukan sebagai prioritas utama dari pembangunan 

daerah mereka. Pemda masih banyak memprioritaskan pembangunan yang 

menghasilkan dampak ekonomi yang cukup besar, seperti pembangunan 

industri maupun kawasan perkotaan. Di sisi lain, sebenarnya cukup banyak 

wilayah Kabupaten yang ingin memanfaatkan lahan tidur sebagai salah satu 

cara untuk membentuk ketahanan pangan di daerah mereka. Akan tetapi, 

Pemda membutuhkan persetujuan dari Kementerian ATR/BPN yang tentunya 

akan memakan waktu dan proses birokrasi yang cukup lama. Kemudian, 

Kementan dan Kementerian ATR juga kurang menekankan pentingnya 

ketahanan pangan kepada kepala daerah sehingga program-program yang 

dilaksanakan pun bisa dikatakan kurang berdampak.  

Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan Teori Sinergi. Terdapat empat 

konsep dari bersinergi, yakni; (1) berorientasi pada hasil yang positif; (2) 

perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma; (3) saling bekerja 

sama dan bertujuan sama melalui kesepakatan; (4) mengusahakan proses 

kerja secara efektif, terintegrasi, dan efisien. Dengan tidak adanya sinergi 

antara institusi-institusi pemerintah, maka tujuan positif bersama akan sulit 
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terwujud. Dengan demikian, optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat 

ketahanan pangan akan semakin mustahil. 

Berdasarkan tantangan-tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka analisis SWOT dapat dilakukan untuk melihat permasalahan dalam 

pengelolaan lahan tidur di Indonesia saat ini. Analisis SWOT dilakukan untuk 

melihat faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

suatu fenomena. Dalam hal ini, optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat 

ketahanan pangan dipengaruhi oleh kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. 

Dari segi faktor internal, terdapat satu kekuatan dan satu kelemahan 

yang dapat menentukan optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat ketahanan 

pangan. Kekuatan utama yang dimiliki Indonesia adalah tingginya angka 

tenaga kerja dalam bidang pertanian. Menurut BPS, sektor pertanian 

merupakan sektor yang paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja di 

Indonesia. Per Agustus 2020, terdapat 128,45 juta orang tenaga kerja di 

Indonesia. Dari angka tersebut, 38,23 juta orang bekerja di sektor pertanian. 

Itu artinya, serapan tenaga kerja dalam bidang pertanian mencapai 29,76%. 

Dengan modalitas tersebut, maka pengelolaan lahan tidur menjadi pertanian 

tidak perlu memperhatikan kuantitas petani mengingat jumlahnya yang cukup 

berlimpah.57 

Di sisi lain, kelemahan utama yang cukup mencolok dari sektor pertanian 

di Indonesia adalah metode pertaniannya yang masih bersifat tradisional. 

Dengan belum diterapkannya teknik pertanian berkelanjutan, para tenaga 

kerja sektor pertanian di Indonesia masih bergantung kepada faktor-faktor 

alami yang sulit untuk dikendalikan, seperti kualitas tanah hingga sinar 

matahari. Ditengah ketidakpastian akibat perubahan iklim global, 

ketergantungan terhadap teknik-teknik penanaman tradisional dapat 

merugikan bagi kuantitas maupun kualitas hasil pertanian. 

                                                      
57 Cindy Mutia Annur, “Sektor Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia,” 
Katadata, 12 November 2020, diakses melalui 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-
tenaga-kerja-
indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2
C76%25. Pada 26 Juli 2022 pukul 14.20 WIB. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25
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Kemudian, dari segi faktor eksternal, terdapat satu peluang dan satu 

tantangan yang mempengaruhi optimalisasi lahan tidur untuk meningkatkan 

ketahanan pangan. Dari segi peluang, Indonesia sejatinya dapat 

memanfaatkan peningkatan permintaan akan produk-produk pangan pasca 

invasi Rusia ke Ukraina. Permintaan akan produk pangan dapat mendorong 

para pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas hasil produk pangan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur secara produktif. 

Terakhir, pemanfaatan lahan tidur mendapatkan ancaman utama dari 

perubahan iklim yang terus terjadi secara global. Perubahan iklim dapat 

berdampak pada penurunan kualitas hasil-hasil pertanian, baik karena cuaca 

yang terlalu basah maupun terlalu kering. Hal ini dapat berdampak pada 

produksi hasil pertanian sekalipun dilakukan di lahan-lahan tidur. Oleh karena 

itu, penting untuk segera mendorong teknik-teknik pertanian berkelanjutan. 

Teknik pertanian berkelanjutan – dengan bantuan teknologi – mampu 

mengurangi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. 

 

14. Optimalisasi Lahan Tidur Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Pemerintah. 

Kewenangan pengelolaan lahan tidur berada di tangan Pemerintah 

Pusat. Pemerintah Pusat pun sempat mewacanakan untuk mengadakan opsi 

untuk meminjamkan lahan tidur bagi masyarakat yang tidak mampu. Lahan 

tersebut rencananya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, 

seperti pertanian dan perkebunan. Namun Pemerintah masih melakukan 

finalisasi terkait luas lahan dan kegiatan usaha yang dapat dilakukan.58 

Ditengah lambannya finalisasi tersebut, masih banyak lahan tidur yang tidak 

dikelola dengan produktif hingga Pemerintah Daerah meminta kewenangan 

pengelolaan lahan-lahan tersebut. Terbaru, DPR RI berusaha menjembatani 

kewenangan pengelolaan lahan tidur antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan.59 Selain itu, peran 

                                                      
58 “Pemerintah Berencana Pinjamkan Lahan Tidur ke Masyarakat Tak Mampu,“ Kumparan, 31 
Januari 2017, diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-berencana-
pinjamkan-lahan-tidur-ke-masyarakat-tak-mampu/full pada 31 Maret 2022 pukul 20.57 WIB. 
59 “Baleg Akan Koordinasikan Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pertanian,” DPR RI, 27 Januari 2021, 
diakses melalui 

https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-berencana-pinjamkan-lahan-tidur-ke-masyarakat-tak-mampu/full
https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-berencana-pinjamkan-lahan-tidur-ke-masyarakat-tak-mampu/full
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TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam bentuk penciptaan 

ruang juang juga signifikan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan tidur 

guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. 

Optimalisasi lahan-lahan tidur sebenarnya juga sudah disuarakan oleh 

pemerintah. Pertama, adalah Presiden Jokowi, yang menyatakan bahwa 

pemanfaatan lahan-lahan tidur di Indonesia tidak dapat hanya digantungkan 

kepada Pemerintah Pusat, melainkan juga para pemangku kepentingan 

lainnya. Misalnya, pada tahun 2021 lalu, Presiden menawarkan keterlibatan 

ulama-ulama dalam memanfaatkan lahan tidur. Pemerintah menyatakan siap 

terlibat untuk menentukan lokasi lahan yang diberikan berdasarkan kalkulasi 

proposal yang diajukan.60 Kemudian, pada tahun 2022, Presiden juga 

menekankan kembali pentingnya peran Pemda dalam pemanfaatan lahan-

lahan tidur di Indonesia. Presiden menyatakan bahwa Pemda harus 

memberikan perhatian lebih kepada upaya-upaya untuk mewujudkan 

kemandirian pangan. Kemandirian – dan juga diversifikasi – pangan perlu 

diperhatikan oleh Pemda mengingat tingginya kasus stunting di Indonesia 

yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang buruk. Dengan berkontribusi 

langsung pada peningkatan kemandirian pangan melalui optimalisasi lahan 

tidur, Pemda diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 

daerahnya.61 

Komitmen Presiden Jokowi juga dikuatkan oleh pejabat struktural terkait. 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan bahwa pemanfaatan 

lahan tidur akan dikembangkan dengan konsep integrated farming. Konsep 

integrated farming artinya lahan tidur tidak hanya digunakan sebagai lahan 

pertanian, melainkan juga sebagai lahan penanaman komoditas unggulan, 

peternakan ayam dan petelur, serta pabrik pakan ikan. Dengan adanya 

integrated farming sebagai konsep pengembangan pertanian, maka produk 

                                                      
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31505/t/Baleg+Akan+Koordinasikan+Pemanfaatan+Lahan+Ti
dur+untuk+Pertanian pada 31 Maret 2022 pukul 20.56 WIB. 
60 Novy Lumanauw, “Jokowi Tawarkan Lahan Tidur pada Ulama,” BeritaSatu, 10 Desember 2021, 
diakses melalui https://investor.id/national/274111/jokowi-tawarkan-lahan-lsquotidurrsquo-pada-
ulama pada 26 Juli 2022 pukul 15.07 WIB. 
61 Muhammad Julnis Firmansyah, “Presiden Jokowi Ajak Pemda Manfaatkan Lahan Kosong untuk 
Bercocok Tanam,” Tempo, 7 Juli 2022, diakses melalui 
https://nasional.tempo.co/read/1609639/presiden-jokowi-ajak-pemda-manfaatkan-lahan-kosong-
untuk-bercocok-tanam pada 26 Juli 2022 pukul 15.06 WIB. 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31505/t/Baleg+Akan+Koordinasikan+Pemanfaatan+Lahan+Tidur+untuk+Pertanian
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31505/t/Baleg+Akan+Koordinasikan+Pemanfaatan+Lahan+Tidur+untuk+Pertanian
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pangan yang dihasilkan pun makin beragam. Integrated farming dalam lahan 

tidur memungkinkan produksi hasil tani yang memenuhi standar gizi lengkap, 

yakni mulai dari Karbohidrat, Protein, Lemak, hingga Sayur dan Buah. Hal ini 

tentu merupakan upaya yang sangat baik untuk memperkuat ketahanan 

pangan dalam negeri.62 

Tidak hanya lahan tidur yang berada di lahan terbuka, Mentan juga 

mendorong pemanfaatan lahan tidur yang berada di kompleks perkantoran. 

Pemanfaatan lahan tidur di lahan perkantoran dimasukkan dalam program 

Obor Pangan Lestari atau OPAL. Tujuan jangka panjang dari OPAL adalah 

meningkatkan penyediaan sumber pangan yang beragam, bergizi seimbang, 

dan aman. Melalui program OPAL, Pemda tidak harus mengorbankan lahan 

perkantoran demi lahan pertanian.63 

Kemudian, tokoh pemerintahan yang juga memberikan perhatian pada 

optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan adalah Menteri 

ATR/BPN. Menteri ATR Sofyan Djalil – yang saat ini telah digantikan oleh Hadi 

Tjahjanto – menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan tidur harus didorong 

melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab 

sosial perusahaan. Harus diakui bahwa sektor industri merupakan salah satu 

penggerak perekonomian bangsa. Akan tetapi, sektor industri mau tidak mau 

juga harus memperhatikan ketahanan pangan. Dengan demikian, lahan-lahan 

tidur yang berada di kawasan industri harus dimanfaatkan dengan maksimal. 

Hal inilah yang membuat Menteri ATR mendorong industri untuk melakukan 

tanggung jawab sosial dengan mendukung optimalisasi lahan tidur.64 

Peran Pemerintah – baik Pusat maupun Daerah – dapat ditinjau dari 

empat tahapan, yakni perencanaan, regulasi, pemantauan, dan anggaran. 

                                                      
62 Christiyaningsih, “Mentan SYL Siapkan Kawasan Integrated Farming di Sidrap,” Republika, 5 
Februari 2022, diakses melalui https://www.republika.co.id/berita/r6tuhf459/mentan-syl-siapkan-
kawasan-integrated-farming-di-sidrap pada 26 Juli 2022 pukul 18.40 WIB. 
63 “Manfaatkan Lahan Tidur, Kementan Dorong SMK PP Kupang Budidaya Kacang Tanah,“ 
Swadaya Online, 9 Maret 2021, diakses melalui 
https://www.swadayaonline.com/mobile/artikel/8439/Manfaatkan-Lahan-Tidur-Kementan-Dorong-
SMK-PP-Kupang-Budidaya-Kacang-Tanah/ pada 26 Juli 2022 pukul 18.44 WIB. 
64 “Dukung Pemanfaatan Lahan Tidur, Menteri Sofyan A. Djalil Apresiasi Tim Kebun Farming Jadul, 
Panen Bawang di Tengah Kawasan Jababeka,” Swatantra News, 17 Agustus 2021, diakses melalui 
https://swatantranews.com/dukung-pemanfaatan-lahan-tidur-menteri-sofyan-a-djalil-apresiasi-tim-
kebun-farming-jadul-panen-bawang-di-tengah-kawasan-jababeka/ pada 26 Juli 2022 pukul 18.50 
WIB. 

https://www.republika.co.id/berita/r6tuhf459/mentan-syl-siapkan-kawasan-integrated-farming-di-sidrap
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Pertama, dari aspek perencanaan. Kebanyakan lahan tidur merupakan milik 

Pemerintah maupun instansi tertentu yang tidak dimanfaatkan untuk 

kepentingan apapun. Upaya perencanaan utama yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat adalah dengan melakukan sosialisasi dan penggalakkan 

terhadap pemanfaatan lahan tidur oleh masyarakat. Hal ini karena masih 

banyak masyarakat, atau kelompok masyarakat, yang belum mendapatkan 

informasi yang utuh mengenai pemanfaatan lahan tidur. Padahal, Pemerintah 

Pusat terbuka untuk memberikan izin penggunaan lahan kepada masyarakat 

yang ingin memanfaatkan lahan tidur secara produktif dan bertanggung jawab. 

Jika upaya perencanaan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dapat 

berjalan dengan maksimal, tentu semakin banyak masyarakat dapat 

memanfaatkan lahan tidur untuk produksi pangan.  

Dari sisi Pemerintah Daerah, upaya perencanaan yang paling penting 

adalah dengan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW 

perlu memperhatikan Persetujuan Substansi yang dirumuskan oleh 

Kementerian ATR/BPN. Setelah mendapatkan persetujuan, Perda soal RTRW 

dapat dikeluarkan paling lama dua bulan setelah adanya Persetujuan 

Substansi. RTRW perlu memperhatikan perencanaan untuk memperhatikan 

ketahanan pangan. Dengan demikian, RTRW seharusnya memasukkan 

penjelasan dan ketentuan mengenai pemanfaatan lahan tidur untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan di tingkat daerah.65  

Kedua, dari aspek regulasi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dari UU RI 

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, 

baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk 

menetapkan kawasan budi daya dalam rencana tata ruang. Kemudian, Pasal 

15 ayat (1) juga mewajibkan Pemerintah Pusat untuk menetapkan luas 

maksimum lahan untuk usaha budi daya pertanian. Jika melihat berdasarkan 

ketentuan tersebut, masih terdapat kekosongan regulasi mengenai 

bagaimana Pemerintah dapat memanfaatkan lahan tidur untuk kepentingan 

penguatan ketahanan pangan. 

                                                      
65 Suhaiela Bahfein, “Sofyan Pastikan Kewenangan Pemda Atur RTRW Tak Akan Ditarik Pusat,” 
Kompas, 9 Desember 2020, diakses melalui 
https://www.kompas.com/properti/read/2020/12/09/203002221/sofyan-pastikan-kewenangan-
pemda-atur-rtrw-tak-akan-ditarik-pusat pada 26 Juli 2022 pukul 19.07 WIB. 
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Hambatan regulasi juga terlihat dari bagaimana pemerintah di masing-

masing tingkatan daerah tidak memiliki prioritas yang sama. Pemanfaatan 

lahan-lahan tidur di tingkat daerah membutuhkan Perda yang diterbitkan di 

berbagai tingkatan, mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Sayangnya, 

masih ditemukan perbedaan prioritas antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota 

sehingga pemanfaatan lahan-lahan tidur di daerah tidak begitu maksimal. 

Padahal, Perda di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya berada di bawah 

payung Perda Provinsi. Dengan demikian, dibutuhkan konsensus dan 

kesepakatan mengenai prioritas daerah dalam optimalisasi lahan tidur untuk 

meningkatkan ketahanan pangan.66 

Ketiga, dari aspek pemantauan. Dari aspek pemantauan, Pemerintah 

Pusat terbilang cukup minim untuk melakukan pemantauan terhadap 

pemanfaatan lahan-lahan tidur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 

disebabkan oleh luasnya lahan tidur yang belum dimanfaatkan di seluruh 

Indonesia sehingga pemantauan secara komprehensif sulit dilakukan. 

Kemudian, Pemerintah Pusat juga kurang dapat melakukan pemantauan 

karena kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selama ini, pemantauan pemanfaatan lahan tidur justru dilakukan oleh 

aparatur-aparatur di tingkat daerah. Pemantauan yang paling efektif justru 

dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota dengan bantuan aparat 

TNI setempat. Meskipun begitu, pemantauan yang dilakukan pun bersifat 

mikro tanpa adanya mekanisme sistematis yang dilakukan oleh berbagai 

lembaga. Padahal, jika terdapat pemantauan yang cukup kuat, maka lahan 

tidur akan semakin cepat terdeteksi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

setempat.67 

Keempat, dari sisi anggaran. Saat ini, belum ada komitmen yang jelas 

untuk alokasi anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan lahan tidur untuk 

                                                      
66 Novitri Selvia, “Perlu Regulasi Pemanfaatan Lahan Tidur,“ Jawa Pos, 10 Maret 2021, diakses 
melalui https://padek.jawapos.com/sumbar/10/03/2021/perlu-regulasi-pemanfaatan-lahan-tidur/ 
pada 26 Juli 2022 pukul 19.24 WIB. 
67 “Produktifkan Lahan Tidur Untuk Ketahanan Pangan di Kecamatan Ganding, Dandim: Langkah 
Ini Untuk Mandiri Pangan,“ Warta Sumenep, 21 Juli 2022, diakses melalui 
https://sumenep.warta.co.id/produktifkan-lahan-tidur-untuk-ketahanan-pangan-di-kecamatan-
ganding-dandim-langkah-ini-untuk-mandiri-pangan pada 26 Juli 2022 pukul 20.28 WIB. 
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ketahanan pangan. Dalam dua tahun terakhir, anggaran Kementan sebagai 

pelaku utama dalam sektor pertanian pun terus mengalami koreksi yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2021, Kementan diminta melakukan penghematan 

APBN sebanyak Rp 6,33 triliun, dari yang sebelumnya Rp 21,84 triliun menjadi 

Rp 15,51 triliun. Penghematan ini pun dilakukan sebagai dampak refocusing 

anggaran untuk program vaksinasi dan penanganan pandemi Covid-19.68 

Kemudian, untuk tahun 2023 keepan, Kementan mendapatkan jatah pagu 

indikatif sebesar Rp 13,72 triliun. Anggaran ini turun dibandingkan tahun 2022 

yang mencapai Rp 14,51 triliun.69 Penurunan anggaran akhir-akhir ini tentu 

berdampak pada kurang maksimalnya Kementan dalam menangani berbagai 

isu, dimana salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan tidur untuk 

meningkatkan ketahanan pangan. 

Kekurangan anggaran juga dialami hingga level Pemda. Anggaran yang 

memadai dibutuhkan sebagai modalitas untuk mengelola llahan-lahan yang 

tidak dimanfaatkan dengan produktif. Hal ini terlihat di Kecamatan Lunyuk, 

tepatnya di Desa Emang Lestari. Di wilayah tersebut, terdapat ribuan hektar 

lahan tidur yang tidak dapat dioptimalkan. Padahal, sebagian besar warga 

setempat merupakan petani yang dapat memanfaatkan lahan-lahan tersebut. 

Alasan belum dimanfaatkannya lahan-lahan tersebut adalah kurangnya 

pendanaan dari Pemerintah. Alhasil, Pemerintah pun mengharapkan adanya 

investor yang dapat mendanai kegiatan pertanian berbasis masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki sumber daya anggaran 

yang memadai untuk mengoptimalkan lahan-lahan tidur di daerah.70 

Optimalisasi lahan tidur dari aspek kebijakan juga dapat dianalisis 

dengan analisis SWOT dengan melihat faktor-faktor internal dan eksternal dari 

segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari segi kekuatan, 

                                                      
68 Ferry Sandi, “Anggaran Pertanian Dipotong Rp 6T, Ternyata Ini Penyebabnya,” CNBC Indonesia, 
25 Januari 2021, diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20210125135832-4-
218537/anggaran-pertanian-dipotong-rp-6-t-ternyata-ini-penyebabnya pada 26 Juli 2022 pukul 
20.38 WIB. 
69 Selfie Miftahul Jannah, “Pagu Anggaran Kementan 2023 Turun Jadi Rp13,72 Triliun,“ Tirto, 3 Juni 
2022, diakses melalui https://tirto.id/pagu-anggaran-kementan-2023-turun-jadi-rp1372-triliun-gsym 
pada 26 Juli 2022 pukul 20.36 WIB. 
70 “Ribuan Hektar Lahan Tidur Emang Menanti Investor,” Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 27 April 
2016, diakses melalui https://sumbawakab.go.id/read/696/Twitter pada 26 Juli 2022 pukul 20.45 
WIB. 
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Indonesia selaku negara agraris sebenarnya sudah memiliki panduan 

kebijakan agraria yang cukup memadai. Hal ini terlihat dari UU RI Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan 

bahwa lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan 

produksi dan meningkatkan kemakmuran rakyat. UU tersebut pun masih 

berlaku saat ini, yang menyatakan bahwa secara filosofis tata kelola agraria 

yang dirumuskan pada tahun 1960 masih relevan hingga sekarang.  

Akan tetapi, kekuatan tersebut juga datang dengan adanya kelemahan. 

Salah satu permasalahan yang paling berkepanjangan di Indonesia adalah 

permasalahan birokrasi. Salah satu penyebab birokrasi Indonesia yang 

berbelit-belit adalah pengalaman birokrasi kolonial yang terlalu prosedural. 

Ketika Indonesia merdeka, permasalahan birokrasi ini terus mengikuti 

perjalanan pemerintahan dan tidak berhasil diselesaikan dengan baik. 

Permasalahan birokrasi ini menghambat adanya kebijakan publik yang efektif 

dan efisien.71 Jika dikaitkan dengan optimalisasi lahan tidur demi memperkuat 

ketahanan pangan, permasalahan birokrasi dan tata kelola terlihat dari tidak 

adanya kejelasan regulasi mengenai pemanfaatan lahan tidur hingga 

perbedaan visi antara berbagai pejabat pemerintahan. 

Kemudian, dari faktor eksternal, terdapat peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimaliasi pemanfaatan lahan tidur jika ditinjau dari 

aspek kebijakan pemerintah. Peluang terbesar adalah adanya kemajuan 

teknologi, informasi, dan komunikasi, serta didukung dengan adanya 

fenomena digitalisasi. Kemajuan teknologi dan fenomena digitalisasi dapat 

mempermudah tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, 

pelaksanaan, hingga pemantauan. Lebih lanjut lagi, kemajuan teknologi juga 

memungkinkan penggunaan penginderaan jarak jauh untuk mengidentifikasi 

lahan-lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara produktif.  

Terakhir, perumusan kebijakan optimalisasi lahan tidur juga masih 

menghadapi berbagai ancaman. Ancaman terbesar adalah ketidakpastian 

                                                      
71 Muhammad Rizal, “Mengukir Wajah Birokrat Indonesia (Bagian 1): Fixity Identitas Birokrat di Era 
Kolonial,” Birokrat Menulis, 15 Februari 2021, diakses melalui https://birokratmenulis.org/mengukir-
wajah-birokrat-indonesia-bagian-1-fixity-identitas-birokrat-di-era-kolonial/ pada 26 Juli 2022 pukul 
22.57 WIB. 
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perekonomian dunia. Selain dapat memberikan tekanan kepada harga-harga 

produk pangan, ketidakpastian perekonomian dunia juga dapat memberikan 

tekanan berlebih pada APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika 

ketidakpastian perekonomian terus terjadi, Pemerintah akan berfokus untuk 

melakukan refocusing APBN untuk menekan komoditas-komoditas penting 

seperti harga BBM.  

Alih fokus APBN untuk mencegah kenaikan harga BBM dapat 

berdampak pada perumusan kebijakan optimalisasi lahan tidur. Seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, anggaran Kementan pun sudah mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila tekanan 

terhadap APBN terus bertahan, maka bukan tidak mungkin anggaran 

Kementan akan terus dikurangi. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan 

optimalisasi lahan tidur yang sangat membutuhkan bantuan dana dari 

Pemerintah. Belum lagi, Kementan juga harus mengalihkan sebagian porsi 

anggarannya untuk mempercepat vaksinasi terhadap hewan ternak untuk 

mencegah penyebaran PMK. 

 

15. Optimalisasi Lahan Tidur Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Petani. 

Berdasarkan Teori Pemberdayaan, Pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai pengambilan suatu keputusan dari masyarakat secara otonom 

dengan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya yang mandiri, partisipatif, 

demokratis, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemberdayaan dapat 

mewujudkan kemandirian, keswadayaan, dan keberdayaan manusia untuk 

memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki. Program pemberdayaan 

harus berpihak kepada masyarakat dengan menempatkan aktor tersebut 

sebagai pelaku utama.72 

Pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya  

kelompok  masyarakat sehingga mereka memiliki kekuatan  atau kemampuan 

dalam (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  

kebebasan  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  

(b)  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  

                                                      
72 Kartika Ningtias, “Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan” WACANA Vol. 12, No. 3, Juli 2009, 
hal 611-612 
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dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  

jasa-jasa  yang  mereka perlukan;  dan  (c)  berpartisipasi  dalam  proses  

pembangunan  dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka 

(Suharto 2005). 

Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa 

aktivitas yang telah dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan petani 

melalui pelatihan dan pemberdayaan, meningkatkan akses terhadap sumber 

daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan 

terhadap petani, pengembangan diverisifikasi usaha, pengkajian dan 

percepatan diseminasi inovasi pertanian, serta penanggulangan kemiskinan 

di sektor tani.73 

Petani merupakan aktor utama pemanfaatan lahan tidur guna 

meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selama ini, Kementan telah 

berusaha untuk membantu petani menghadapi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi ketika mengelola lahan tidur, seperti pendangkalan sungai hingga 

banjir.74 Akan tetapi, perlu diakui bahwa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh 

Kementan bersifat lokal dan belum memiliki rencana jalan yang jelas. Padahal, 

lahan tidur dapat dimanfaatkan sebagai modal Indonesia untuk menghadapi 

ancaman kelangkaan pa 

Melihat pentingnya pemberdayaan petani dalam optimalisasi 

pemanfaatan lahan tidur, maka sudah seharusnya Pemerintah memberikan 

perhatian lebih. Akan tetapi, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan 

dalam pemberdayaan petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur. 

Pertama, adalah kurangnya keberpihakan kepada petani dalam 

menggarap lahan tidur. Para petani sejatinya memiliki keahlian yang cukup 

memadai untuk mengolah lahan tidur yang tidak produktif menjadi kegiatan 

usaha pangan yang produktif. Hambatan utama para petani dalam 

mengembangkan lahan tidur adalah masalah perizinan. Seperti yang 

diketahui, sebagian besar petani merupakan pengelola lahan, dan bukan 

                                                      
73 Syahyuti, “Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: 
Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani,” Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 
25, No.2 (2007) 
74 “Kementan Dorong Optimalisasi Lahan Tidur di Daerah,” Media Indonesia, 12 April 2018, diakses 
melalui https://mediaindonesia.com/nusantara/154757/kementan-dorong-optimalisasi-lahan-tidur-
di-daerah pada 31 Maret 2022 pukul 21.04 WIB. 
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pemilik lahan. Dalam pengelolaan lahan tidur pun, petani harus mendapatkan 

izin dari pemilik lahan maupun Pemerintah setempat. Para petani pun sulit 

mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperlukan untuk pengelolaan 

lahan. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Kalimantan Timur. Masyarakat 

yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Loa Kulu berniat 

untuk memanfaatkan lahan tidur milik PT Haspram. Sayangnya, pemilik lahan 

tersebut tidak memberikan izin dan bahkan cenderung represif kepada 

masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun tidak berperan dalam 

memediasi kedua belah pihak.75  

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang menekankan pada 

pemberdayaan para petani. Dalam optimalisasi lahan tidur, masyarakat 

setempat yang memiliki keahlian dalam bertani merupakan ujung tombak. 

Dengan demikian, dibutuhkan pemberdayaan dengan menempatkan petani 

sebagai aktor utama. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, adalah dengan mempermudah akses 

kepada petani untuk menggelar usaha pertanian. Kemudahan akses tersebut 

dapat diwujudkan dengan memberikan sumber daya tani seperti pupuk secara 

mudah dan murah, serta memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan 

dengan teknik pertanian berkelanjutan. Kedua, Pemerintah juga perlu 

menjembatani petani dengan para pemilik lahan. Petani merupakan pengolah 

lahan, bukan pemilik lahan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Pemerintah 

dalam menengahi kedua belah pihak supaya lahan-lahan yang belum 

dimanfaatkan dengan produktif dapat diubah dan dikelola oleh petani menjadi 

lahan produktif yang dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan 

pangan. 

Kedua, teknologi pertanian dari para petani dalam mengelola lahan tidur 

masih tertinggal. Ketika musim tanam, para petani di Indonesia masih 

menggunakan teknik-teknik penanaman tradisional yang bisa terbilang cukup 

tertinggal. Padahal, terdapat perbedaan signifikan antara teknik pertanian 

tradisional dan teknik pertanian modern yang lebih berkelanjutan. Teknik 

                                                      
75 “Upaya Warga Ingin Garap Lahan Tidur,” Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 15 Mei 
2018, diakses melalui https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/upaya-warga-ingin-garap-lahan-tidur 
pada 27 Juli 2022 pukul 12.39 WIB. 
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pertanian tradisional merupakan teknik yang menggunakan cara-cara 

tradisional seperti penanaman secara manual, pembajakan sawah dengan 

hewan, dan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi perawatan, 

teknik pertanian tradisional juga hanya menggantungkan diri pada musim dan 

kualitas tanah. 

Teknik pertanian modern yang berkelanjutan berbeda signifikan dengan 

teknik pertanian tradisional. Teknik pertanian modern melakukan proses 

penanaman dan pembajakan sawah dengan alat yang lebih canggih sehingga 

kualitas produk pangan yang dihasilkan pun menjadi lebih baik. Kemudian, 

perawatan dalam teknik pertanian modern menggunakan pestisida dan 

rekayasa-rekayasa pengairan seperti bendungan dan kincir air. Dari aspek 

produksi, teknik pertanian modern pun tidak sebatas untuk memenuhi 

kebutuhan, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan dari proses jual-

beli produk pangan.76 

Tidak hanya itu, teknik pertanian modern juga akan lebih 

menguntungkan bagi lingkungan setempat. Berdasarkan Teori Pertanian 

Berkelanjutan, kelestarian mutu lingkungan, keseimbangan agroekosistem, 

dan kelestarian keanekaragaman hayati akan semakin terjaga dengan teknik 

pertanian berkelanjutan. Tidak hanya itu, pertanian berkelanjutan juga akan 

memasok produk bermutu tinggi, aman konsumsi, stabil, dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, Pemerintah harus mendukung transformasi teknik pertanian 

para petani dari yang sebelumnya menggunakan teknik tradisional menjadi 

modern. Transformasi teknik pertanian dapat dilakukan dengan dukungan 

Universitas dan kelompok bisnis. Universitas diharapkan dapat menjadi pusat 

inovasi yang terus berkembang. Sementara itu, kelompok bisnis diharapkan 

dapat menjadi salah satu penyokong dana bagi implementasi teknik pertanian 

modern. 

Ketiga, subsidi kepada petani yang diberikan atas usulan Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan), tetapi implementasinya masih kurang tepat. Para 

petani memang membutuhkan bantuan Pemerintah untuk melaksanakan 

                                                      
76 “5 Perbedaan Pertanian Modern dan Tradisional, Sangat Mencolok,” Star Farm International, 
diakses melalui https://starfarm.co.id/perbedaan-pertanian-modern-dan-tradisional/ pada 27 Juli 
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kegiatan usaha pertanian, baik dalam bantuan jasa maupun bantuan barang. 

Sayangnya, penyaluran bantuan kepada petani kurang tepat dan maksimal 

sehingga petani terpaksa menanggung sendiri biaya produksi yang dapat 

mengurangi keuntungan yang didapat petani. Bahkan, bukan tidak mungkin 

terdapat kerugian karena para petani menanggung biaya produksi sendiri. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kelangkaan pupuk subsidi 

yang terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Kementan 

menyatakan bahwa terdapat kekurangan pasokan pupuk bersubsidi untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan petani dan Indonesia. Dalam usulan Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan pupuk subsidi mencapai 

22,5 juta ton hingga 26,18 juta ton. Jumlah anggaran yang rencananya 

dikucurkan mencapai Rp 65 triliun. Akan tetapi, Pemerintah hanya mampu 

mengalokasikan anggaran hingga Rp 32 triliun sehingga alokasi pupuk subsidi 

hanya mencapai 9,55 juta ton.77 Kelangkaan tersebut berakibat pada 

kurangnya pupuk subsidi bagi para petani. Kontak Tani dan Nelayan Andalan 

(KTNA) menyebutkan bahwa hanya 43 persen petani yang mendapatkan 

pupuk bersubsidi, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa, pada tahun 

2021 lalu.78 Kekurangan pupuk subsidi berdampak pada kurang optimalnya 

pemanfaatan lahan tidur. Belum lagi, petani juga tidak mendapatkan insentif 

tambahan ketika mengelola lahan tidur. Padahal, mereka merupakan tumpuan 

penguatan ketahanan pangan. 

Permasalahan ini dapat ditangani dengan Teori Sinergi. Sinergi 

merupakan kesamaan visi, persepsi, dan tindakan untuk mencapai tujuan 

bersama. Tujuan bersama yang ingin dicapai adalah peningkatan 

kesejahteraan petani melalui subsidi agar berdampak pada optimalisasi lahan 

tidur. Untuk itu, Pemerintah perlu memperhatikan komposisi subsidi dan 

insentif bagi para petani. Secara khusus mengenai subsidi, Pemerintah Pusat 

perlu memastikan ada kuantitas dan kualitas yang memadai bagi pupuk 

                                                      
77 Yoga Sukmana, “Kementan: Kelangkaan Pupuk Subsidi Terjadi Karena Jumlahnya Kurang,” 
Kompas, 3 Februari 2022, diakses melalui 
https://money.kompas.com/read/2022/02/03/200023726/kementan-kelangkaan-pupuk-subsidi-
terjadi-karena-jumlahnya-kurang pada 27 Juli 2022 pukul 13.26 WIB. 
78 “Hanya 43 Persen Petani Peroleh Pupuk Subsidi di 2021,” Liputan 6, 28 Januari 2021, diakses 
melalui https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468894/hanya-43-persen-petani-peroleh-pupuk-
subsidi-di-2021 pada 27 Juli 2022 pukul 13.27 WIB. 
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subsidi yang dapat dimanfaatkan oleh para petani. Sementara itu, Pemerintah 

Daerah juga perlu untuk memberikan insentif kepada para petani yang 

membuat produksi pangan di daerah mereka meningkat. Insentif tersebut bisa 

dalam berbagai bentuk, mulai dari insentif langsung hingga kemudahan untuk 

memasarkan produk pangan. 

Keempat, kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap para 

petani dalam mengelola lahan tidur. Sudah menjadi gambaran umum bahwa 

ketahanan pangan belum menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Daerah masih berfokus pada pembangunan pusat-pusat 

perekonomian yang membawa keuntungan instan, seperti perkotaan maupun 

kawasan industri. Padahal, pembangunan pusat perekonomian akan 

membebani permintaan pangan sehingga stok pangan akan semakin 

berkurang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kuantitas pangan.  

Peningkatan kuantitas pangan inilah yang seharusnya diperhatikan oleh 

Pemerintah Daerah. Lebih lanjut lagi, provinsi-provinsi lumbung pangan 

nasional juga masih terpusat di Pulau Jawa. Lima provinsi yang menjadi 

lumbung pangan terbesar di Indonesia antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.79 Hal ini menandakan 

bahwa sebenarnya produksi pangan masih terpusat di beberapa provinsi saja, 

sedangkan provinsi lain harus mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong optimalisasi lahan 

tidur. 

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah juga seharusnya mendorong 

penerapan teknik pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah 

pengelolaan sumber daya pertanian untuk membantu kebutuhan pangan 

manusia sekaligus menjaga kelestarian alam. Pertanian berkelanjutan 

dilakukan dengan pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi 

penggunaan sumber daya alam dan mineral. Dengan adanya teknik pertanian 

berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan produksi 

pangan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan di daerahnya 

                                                      
79 Muhammad Choirul Anwar, “Jawa Masih Dominan, Ini Daftar 5 Provinsi Lumbung Padi RI,“ 
Kompas, 31 Maret 2021, diakses melalui 
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masing-masing. Hal ini penting agar tidak ada pembukaan lahan secara terus 

menerus yang dapat berakibat pada permasalahan akut lainnya, seperti 

degradasi kualitas lahan hingga Karhutla 

 

16. Optimalisasi Lahan Tidur Ditinjau dari Aspek Sinergi Lintas Sektoral. 

Sinergi lintas sektoral merupakan bagian penting dalam optimalisasi 

lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan. Sinergi berarti setiap unsur 

tidak memiliki kepentingan sendiri maupun strategi tersendiri yang bertolak 

belakang.80 Dalam konteks optimalisasi lahan tidur, para pemangku 

kepentingan perlu menyinergikan visi dan misi untuk memanfaatkan lahan 

tidur yang ada demi memperkuat ketahanan pangan, seperti melalui regulasi 

kementerian/lembaga yang saling mendukung satu sama lain.  

Sinergi dapat terbangun melalui dua cara. Pertama, komunikasi. 

Sofyandi dan Garniwa menjelaskan bahwa komunikasi dapat diartikan dari 

dua bagian, yakni: (1) Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang 

menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang 

secara bersungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan 

tanggapan. Sedangkan; (2) Komunikasi yang berorientasi pada penerima 

memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang 

menanggapi stimulus atau rangsangan.81 

Dalam pembentukan ketahanan pangan, sinergi penting untuk 

dihadirkan karena Kementan tidak menjadi satu-satunya pihak yang terlibat. 

Sinergi juga dibutuhkan mengingat anggaran di bidang pertanian yang sangat 

terbatas. Adanya refocusing APBN sebagai dampak dari pandemi Covid-19 

justru semakin menuntut adanya sinergi karena urusan pertanian berarti tidak 

hanya bertumpu pada Kementan, melainkan juga Pemda, Kementerian ATR, 

KemenLHK, hingga sektor swasta dan BUMN.82 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi sinergi, terutama diantara 

aktor-aktor pemerintahan. Pertama, sinergi dipengaruhi oleh kemampuan 

                                                      
80 Gary W. Yunker, Instructor’s Resource Manual, Management, Third Edition, James A.F. Stoner, 
Charles Wankel: Manual (Prentice-Hall, 1986). 
81 Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa, Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Graha Ilmu (2007) 
82 Udin Abay, “Sinergi Lintas Sektoral Perjkuat Ketersediaan Pangan di Era New Normal,“ Swadaya, 
9 Juni 2020, diakses melalui https://www.swadayaonline.com/artikel/6606/Sinergi-Lintas-Sektoral-
Perkuat-Ketersedian-Pangan-di-Era-New-Normal/ pada 27 Juli 2022 pukul 15.01 WIB. 
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identifikasi dan pemecahan masalah. Kedua, sinergi dipengaruhi oleh 

mekanisme komunikasi antar-aktor kepentingan. Terakhir, sinergi dipengaruhi 

oleh seberapa besar suatu lembaga dapat terlibat untuk menyelesaikan 

permasalahan tertentu. Sinergi yang baik dapat terwujud apabila para aktor-

aktor pemangku kepentingan mampu untuk mengidentifikasi masalah dengan 

tepat, membangun komunikasi bersama untuk menyamakan visi dan persepsi, 

serta bertindak bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan.83 Dalam 

topik optimalisasi lahan tidur, maka para pemangku kepentingan harus dapat 

mengidentifikasi masalah dan tantangan yang ada, saling berkomunikasi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta bertindak dengan kapasitas 

masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.  

Dalam kasus optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat ketahanan 

pangan, masih ditemukan berbagai tantangan dari sisi sinergi lintas sektoral, 

adalah: Pertama, adalah adanya egosektoral antar-lembaga. Salah satu 

contoh kasusnya adalah perselisihan antara Kementerian Pertanian dengan 

Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 lalu. Kedua Kementerian 

tersebut berjalan dengan sendiri-sendiri untuk menangani permasalahan 

harga pangan yang terus meningkat.84 Padahal, kedua Kementerian tersebut 

memiliki tugas yang terkait dan seharusnya saling bersinergi. Dalam kasus 

lahan tidur, perbedaan persepsi juga sering terlihat antara Kementan, 

Kementerian ATR, dengan Pemerintah Daerah. Di satu sisi, Kementan ingin 

mengusahakan swasembada pangan dengan meningkatkan kuantitas 

pertanian. Di sisi lain, Kementerian ATR dan Pemda tidak memiliki prioritas 

yang sama karena harus memperhatikan tata ruang dan ekonomi secara 

keseluruhan. Perbedaan persepsi dan visi ini yang menyebabkan 

pemanfaatan lahan-lahan tidur masih dilakukan secara mikro dan hanya 

terbatas pada daerah tertentu. 

Contoh lainnya dari persoalan egosektoral dalam pengelolaan lahan tidur 

di Indonesia, pada tahun 2021 lalu, terdapat pembahasan di Badan Legislatif 

                                                      
83 Fatimah Sudirman, “Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Persampahan 
di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang,“ Universitas Muhammadiyah Makassar (2020). 
84 “Penanganan Masalah Pangan masih Terganjal Ego Sektoral,“ Media Indonesia, 9 Juni 2016, 
diakses melalui https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/49929/penanganan-masalah-
pangan-masih-terganjal-ego-sektoral pada 27 Juli 2022 pukul 15.29 WIB. 
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(Baleg) DPR RI mengenai pembentukan regulasi untuk menyinergikan 

lembaga-lembaga Pemerintah dalam pemanfaatan lahan-lahan tidur. Menurut 

DPR RI, wewenang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur masih 

tersebar di berbagai Kementerian secara tidak sinergis, mulai dari Kementan 

dan KemenATR, hingga Kementerian LHK dan Perum Perhutani sebagai 

badan pemerintah yang berwenang mengelola barang milik atau kekayaan 

negara, di mana Perhutani itu sendiri memiliki sebagian besar atau 70 persen 

lahan. Tersebarnya wewenang tersebut menciptakan suatu kebingungan 

tersendiri mengingat tidak ada payung hukum utama yang mewajibkan 

Pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur. Dengan 

demikian, DPR pun kesulitan untuk membahas kerangka regulasi untuk 

optimalisasi lahan tidur.85 

Kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemangku 

kepentingan. Dalam salah satu penelitian, disebutkan bahwa Kementan 

merupakan salah satu Kementerian yang memiliki komunikasi krisis yang 

buruk. Kekurangan tersebut disebabkan oleh strategi komunikasi yang dipilih 

oleh Kementan. Penelitian menemukan bahwa Kementerian Pertanian 

cenderung menggunakan strategi reinforcing (memperkuat) dalam komunikasi 

krisisnya. Kementerian Pertanian berusaha memperkuat posisinya di mata 

stakeholder dengan mengingatkan hal-hal positif, memuji stakeholder, atau 

memposisikan diri sebagai korban. Selain itu, Kementerian Pertanian juga 

melakukan strategi diminish atau mengurangi tanggung jawab organisasi 

dengan cara meyakinkan bahwa organisasi tidak bermaksud melakukan hal-

hal negatif. Strategi ini dipilih agar Kementan tidak disalahkan oleh berbagai 

pihak, mulai dari sesama aktor kepentingan maupun masyarakat umum.86 

Keahlian komunikasi yang buruk dari Kementan juga dapat menghambat 

optimalisasi lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan. Kementan 

merupakan aktor utama dalam sektor pangan, dan sudah seharusnya menjadi 

                                                      
85 “Bales Akan Koordinasikan Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pertanian,“ DPR, 27 Januari 2021, 
diakses melalui 
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pemberi arah dari kebijakan pangan nasional. Dengan komunikasi yang buruk, 

Kementan tidak akan mampu untuk mengarahkan pemangku kepentingan 

lainnya yang dapat berakibat pada lemahnya sinergi dalam optimalisasi lahan 

tidur. 

Ketiga, adalah kurangnya inisiatif, inovasi, dan konsistensi dari lembaga 

pemerintahan. Para pemangku kepentingan telah mengetahui bahwa 

Indonesia memiliki banyak lahan tidur dan masih banyak petani yang 

menggunakan teknik-teknik penanaman tradisional. Akan tetapi, belum ada 

inovasi berarti yang dapat dimanfaatkan langsung oleh para petani. Aktor-

aktor pemerintah belum mampu menginisiasi inovasi baik secara internal 

maupun eksternal. 

Dari segi internal, Kementan sejatinya memiliki Balitbangtan dan BRIN 

yang bertujuan untuk melakukan pengkajian dan inovasi yang dapat 

mengembangkan kemandirian pangan dan teknik cocok tanam di Indonesia. 

Sayangnya, bukannya mengembangkan kemandirian pangan di Indonesia, 

inovasi yang dilakukan oleh Kementan malah bersifat gimmick dan cenderung 

memanfaatkan keadaan. Salah satunya adalah Kalung Anti Virus Corona yang 

disebut menjadi salah satu ‘inovasi’ oleh Balitbangtan. Padahal, kalung 

tersebut tidak berdampak untuk mencegah maupun mengobati Covid-19. Itu 

juga artinya ada proses pemborosan anggaran untuk inovasi yang bersifat 

gimmick dan tidak ilmiah.87 

Di sisi lain, Pemerintah juga terlalu menggantungkan inovasi pada 

institusi pendidikan tinggi dan institusi eksternal lainnya tanpa memberikan 

dukungan anggaran yang memadai. Padahal, inovasi yang dilakukan oleh 

institusi eksternal membutuhkan bantuan Pemerintah mulai dari pendanaan 

hingga perizinan. Lemahnya dukungan Pemerintah menyebabkan inovasi 

pada akhirnya tidak berjalan dan tidak mampu membantu mengembangkan 

teknik bercocok tanam para petani. 

Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi dan strategi yang 

dapat menangani permasalahan sinergi lintas sektoral dalam optimalisasi 

                                                      
87 Haris Prabowo, “Kalung Anti Virus Corona Kementan yang Menyesatkan,” Tirto, 6 Juli 2020, 
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lahan tidur. Solusi harus secara komprehensif melibatkan empat aspek, yakni 

Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (PEST). Analisis PEST diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena melihat 

keempat faktor tersebut. 

Pertama, dari aspek politik. Sektor pangan membutuhkan perhatian dan 

komitmen politik dari setiap aparatur Pemerintahan, baik dari tingkat Pusat 

maupun Daerah. Komitmen politik inilah yang kurang dimiliki oleh Pemerintah. 

Hal ini terlihat dari penurunan signfiikan anggaran Kementan dalam APBN dua 

tahun terakhir. Padahal, kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan 

primer setiap manusia. Penanganan pandemi pun tidak akan berarti apabila 

Indonesia tidak mengamankan kedaulatan pangan. Dengan demikian, 

Pemerintah perlu menumbuhkan komitmen politik untuk mendorong perbaikan 

kinerja pangan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada 

upaya-upaya optimalisasi lahan tidur untuk keamanan pangan. Komitmen 

politik tersebut dapat dicerminkan melalui pembentukan regulasi khusus yang 

mengatur mengenai optimalisasi lahan tidur. Optimalisasi lahan tidur juga 

semakin penting mengingat Indonesia berada di ancaman resesi karena 

perang Rusia-Ukraina. 

Kedua, dari sisi ekonomi. Masih banyak lembaga pemerintahan yang 

belum maksimal dalam memberikan komitmen anggaran untuk optimalisasi 

lahan tidur untuk keamanan pangan. Di tingkat Pusat, pemanfaatan lahan tidur 

hanya digantungkan kepada anggaran Kementan. Padahal, anggaran 

Kementan sangat terbatas jika harus memfokuskan pada pengelolaan lahan 

tidur. Sementara itu, di tingkat Daerah, APBD tingkat provinsi jarang 

digunakan untuk kepentingan pangan. Justru, Pemda tingkat Kabupaten/Kota 

yang memiliki inisiatif besar untuk mengelola lahan-lahan tidur di daerah 

mereka. Hal ini berpotensi menjadi penghambat mengingat Kabupaten/Kota 

memiliki anggaran yang lebih kecil dibanding Provinsi, dan bahkan Desa. 

Komitmen ekonomi dan anggaran inilah yang perlu diperbaiki dalam 

aspek sinergitas lintas sektoral. Di tingkat Pusat, Pemerintah harus lebih 

berani melibatkan lembaga pemerintah lain yang dapat terlibat dalam urusan 

serupa seperti KemenLHK dan KemenATR. Bahkan, bukan tidak mungkin 

Pemerintah dapat melibatkan Perum Perhutani sebagai pihak BUMN yang 
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dapat menjadi pemodal maupun pengelola lahan-lahan tidur. Kemudian, di 

tingkat Daerah, Pemprov harus memberikan perhatian lebih kepada 

optimalisasi lahan tidur. Pemkab seharusnya hanya menjalankan pendataan 

mengenai lahan-lahan tidur yang tersedia untuk ditanami.  

Ketiga, dari sisi sosial. Optimalisasi lahan-lahan tidur di Indonesia masih 

terhambat dengan adanya sengketa tanah yang berpotensi menciptakan 

ketidakjelasan mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan. Jumlah mafia 

tanah di Indonesia pun terbilang masih tinggi. Hingga Februari 2022, jumlah 

tanah sengketa yang didaftarkan oleh Kementerian ATR mencapai 90 juta 

bidang tanah. Sementara itu, jumlah konflik pertanahan mencapai 8.000 

kasus. Belum lagi, terdapat oknum pemerintahan dan penegak hukum yang 

melindungi kehadiran mafia tanah.88 Kehadiran mafia tanah menyulitkan 

optimalisasi lahan tidur mengingat lahan tidur yang dapat dimanfaatkan adalah 

lahan yang memiliki kepemilikan yang jelas. Kepemilikan tanah yang jelas 

menjadi syarat bagi perizinan usaha di tanah tersebut. Ketidakjelasan 

kepemilikan tanah akan menyebabkan tanah tetap ‘tidur’ tanpa bisa 

dimanfaatkan secara produktif. Tidak hanya itu, adanya konflik pertanahan 

juga dapat menyebabkan konflik antar-masyarakat. 

Melihat kerugian yang diakibatkan oleh mafia tanah terhadap 

optimalisasi lahan tidur, para aktor tersebut perlu diberantas. Pemberantasan 

mafia tanah perlu melibatkan beberapa pihak. Pertama, adalah Kementerian 

terkait utamanya Kementerian ATR. Kementerian ATR berperan untuk 

menetapkan regulasi sekaligus menyelesaikan sengketa yang terdaftar. 

Kemudian, yang terpenting, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum 

terlibat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh mafia tanah. Terakhir, Pemerintah juga perlu membangun 

sinergi para aktor tersebut – bersama dengan masyarakat – agar tidak 

melindungi mafia-mafia tanah. Pemberantasan mafia tanah diharapkan dapat 

                                                      
88 Emil Yanwardhana, “Oknum BPN Mafia Tanah, Ini Pesan Menteri ATR Buat Kalian,“ CNBC 
Indonesia, 24 Februari 2022, diakses melalui 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224184522-4-318166/oknum-bpn-mafia-tanah-ini-
pesan-menteri-atr-buat-
kalian#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20k
ata%20Sofyan. Pada 27 Juli 2022 pukul 18.55 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224184522-4-318166/oknum-bpn-mafia-tanah-ini-pesan-menteri-atr-buat-kalian#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20kata%20Sofyan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224184522-4-318166/oknum-bpn-mafia-tanah-ini-pesan-menteri-atr-buat-kalian#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20kata%20Sofyan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224184522-4-318166/oknum-bpn-mafia-tanah-ini-pesan-menteri-atr-buat-kalian#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20kata%20Sofyan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224184522-4-318166/oknum-bpn-mafia-tanah-ini-pesan-menteri-atr-buat-kalian#:~:text=%22Saat%20ini%20jumlah%20tanah%20sengketa,yang%20terdaftar%2C%22%20kata%20Sofyan
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mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan pangan 

produktif. 

Keempat, dari sisi teknologi. Pemerintah seharusnya sudah menyadari 

bahwa metode pertanian berkelanjutan belum diaplikasikan oleh para petani 

di Indonesia. Para petani di Indonesia masih menggantungkan diri dengan 

metode pertanian tradisional. Metode pertanian tradisional membawa risiko 

tersendiri karena sangat bergantung pada kualitas tanah dan iklim di 

Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara yang cocok untuk 

bercocok tanam, perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan akhir-

akhir ini berpotensi mengganggu masa tanam dan masa panen di Indonesia. 

Padahal, metode pertanian berkelanjutan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan yang diproduksi. Metode 

pertanian berkelanjutan juga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif 

dari perubahan iklim, seperti misalnya menciptakan rekayasa pengairan/irigasi 

ketika cuaca terlalu panas. 

Melihat dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia harus 

secara serius mengaplikasikan teknik pertanian berkelanjutan dalam seluruh 

aktivitas tanam. Saat ini, inovasi teknik pertanian belum dirasakan oleh petani 

karena Kementan melalui Balitbangtan tidak mampu untuk menjembatani 

antara inovasi dan implementasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia 

seharusnya dapat menjembatani inovasi-inovasi yang ada dalam bidang 

pangan. Inovasi memang bisa datang darimana saja, baik kelompok 

masyarakat, kelompok akademisi, hingga kelompok bisnis. Tugas Pemerintah 

adalah memastikan bahwa inovasi teknologi dan teknik tanam yang datang 

dari aktor-aktor tersebut dapat diimplementasikan oleh para petani. 

Implementasi dapat digalakkan dengan didukung sosialisasi hingga pelatihan 

langsung kepada para petani. 

Optimalisasi lahan tidur berdampak nyata untuk ketahanan pangan. 

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adalah keadaan 

ekonomi, sosial, dan politik. Instabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan 

mampu menyebabkan instabilitas kehidupan masyarakat yang dapat 

berdampak pada ketahanan pangan. Kedua, adanya sarana prasarana yang 
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mendukung. Sarana prasarana dibutuhkan dalam proses produksi, konsumsi, 

dan distribusi hasil pangan sehingga perannya sangat penting.  

Ketiga, teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi – yang 

digunakan dalam proses tanam hingga masa panen – dapat meningkatkan 

kuantitas sekaligus kualitas produk-produk pangan. Saat ini, teknologi 

pertanian cenderung masih rendah sehingga kecepatan panen akan 

bergantung pada varietas tanaman. Keempat, jumlah lahan. Jumlah lahan 

menentukan produktivitas komoditas pangan sehingga ketahanan pangan 

membutuhkan jumlah lahan yang memadai. Terakhir, keadaan cuaca dan 

iklim. Cuaca dan iklim dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam 

proses tanam hingga panen. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat 

terwujud apabila terdapat keadaan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan 

yang stabil, sarana dan prasarana yang mendukung, teknologi modern, luas 

lahan yang memadai, dan keadaan cuaca dan iklim yang tepat.89 

Melihat berbagai prekondisi tersebut, maka optimalisasi lahan tidur pun 

dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Optimalisasi lahan tidur dapat 

menambah jumlah lahan yang memadai untuk ditanami berbagai komoditas 

pangan. Lebih lanjut lagi, optimalisasi lahan tidur juga menunjukkan bahwa 

kegiatan pertanian maupun yang berkaitan dengan pangan lainnya dapat 

dilakukan di berbagai jenis lahan, tidak hanya sawah. Hal ini membuka 

kemungkinan adanya pertanian di kawasan urban, seperti perkotaan padat 

penduduk. 

Terdapat beberapa dampak positif apabila optimalisasi lahan tidur 

berhasil dijalankan. Pertama, terhadap keterjangkauan harga dan stabilitas 

harga pangan. Saat ini, Indonesia seringkali mengalami gejolak harga pangan 

akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran komoditas 

pangan. Optimalisasi lahan tidur akan berdampak pada peningkatan suplai 

komoditas pangan sehingga dapat mengimbangi peningkatan permintaan. 

Tanpa adanya ketidakseimbangan tersebut, maka harga pangan juga akan 

semakin terjangkau bagi masyarakat Indonesia. 

                                                      
89 “5 Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Indonesia,” Kumparan, 22 September 2019, 
diakses melalui https://kumparan.com/techno-geek/5-faktor-yang-mempengaruhi-ketahanan-
pangan-di-indonesia-1ruhcfSbocZ/full pada 27 Juli 2022 pukul 20.30 WIB. 

https://kumparan.com/techno-geek/5-faktor-yang-mempengaruhi-ketahanan-pangan-di-indonesia-1ruhcfSbocZ/full
https://kumparan.com/techno-geek/5-faktor-yang-mempengaruhi-ketahanan-pangan-di-indonesia-1ruhcfSbocZ/full
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Kedua, adanya jaminan stok dan cadangan pangan. Cadangan pangan 

dibutuhkan karena musim tanam dan musim panen tidak akan berlangsung 

sepanjang waktu. Dengan demikian, dibutuhkan cadangan pangan yang 

memadai untuk memastikan adanya bahan pangan untuk dikonsumsi ketika 

proses tanam tidak memadai. Lebih lanjut lagi, jaminan stok dan cadangan 

pangan juga dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dinamika global. 

Perang Rusia-Ukraina menjadi penyebab adanya ketidakpastian rantai pasok 

global maupun regional. Apabila perang tersebut berkepanjangan, maka 

Indonesia harus dapat mengamankan stok pangan dalam negerinya sebagai 

salah satu kebutuhan primer. 

Ketiga, terhadap kelancaran distribusi pangan. Indonesia hanya memiliki 

lima provinsi yang dapat dikategorikan sebagai lumbung pangan. Itu artinya, 

ada ketidakseimbangan pasokan pangan di seluruh Indonesia, dimana ada 

provinsi yang surplus akan produk pangan dan ada provinsi yang defisit 

produk pangan. Optimalisasi lahan tidur – terutama di provinsi yang defisit 

akan produk pangan – akan meningkatkan suplai produk pangan sehingga 

menurunkan beban pada distribusi. Belum lagi, terdapat potensi lapangan 

pekerjaan baru yang dapat terbuka akibat optimalisasi lahan tidur. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

16. Simpulan 

Indonesia memiliki potensi lahan tidur yang dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional, namun di sisi lain pemanfaatannya masih perlu 

untuk dioptimalkan. Pemanfaatan lahan yang tidak produktif dapat 

diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Secara 

umum, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan 

lahan tidur di Indonesia, yaitu kebijakan perencanaan tata ruang di sektor 

pangan yang belum efektif, terutama terkait kepemilikan tanah berupa lahan 

petak; rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi pertanian; para 

petani yang kurang diberdayakan; kurangnya inovasi dalam sektor agraria; 

dan sinergi lintas sektoral untuk optimalisasi lahan tidur yang masih kurang 

optimal.  

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa solusi. Pertama, perlu ada peningkatan sinergi antar Pemerintah 

Pusat, terutama Kementan, Kementerian ATR/BPN, dan Bulog, serta antara 

Pemerintah Pusat dengan pemerintah propinsi maupun Kabupaten/Kota 

(Pemerintah Daerah) mengenai penguatan ketahanan pangan melalui 

pemanfaatan lahan tidur. Kedua, mengakselerasi pengaplikasian pertanian 

berkelanjutan yang menekankan pada kelestarian mutu lingkungan, 

keseimbangan ekosistem agrikultur, dan kelestarian keanekaragaman hayati. 

Ketiga, meningkatkan pemberdayaan petani dalam memenuhi kebutuhan 

dasar, menjangkau sumber produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

Keempat, mendorong mekanisasi pola pengelolaan lahan atau tanah serta 

inovasi yang benar-benar bermanfaat dan dapat diaplikasikan.   

Dari aspek kebijakan, peran pemerintah dapat ditinjau dari empat 

tahapan, yakni perencanaan, regulasi, pemantauan, dan anggaran. Dalam 

tahap regulasi, tantangannya adalah bagaimana wewenang untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur masih tersebar di berbagai 

Kementerian secara tidak sinergis serta bagaimana pemerintah di masing-

masing tingkatan daerah tidak memiliki prioritas yang sama. Terkait dengan 
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tahap pemantauan, tantangannya adalah Pemerintah Pusat terbilang cukup 

minim untuk melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan lahan-lahan tidur 

di seluruh wilayah Indonesia. Di level pemerintah daerah, pemantauan yang 

dilakukan cenderung bersifat mikro tanpa adanya mekanisme sistematis. 

Sementara itu, dalam tahap anggaran, tantangannya terletak pada bagaimana 

belum ada komitmen yang jelas untuk alokasi anggaran untuk optimalisasi 

pemanfaatan lahan tidur untuk ketahanan pangan, di mana kekurangan 

anggaran juga dialami hingga level Pemda.  

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah dapat 

mendorong harmonisasi regulasi di antara K/L yang terlibat untuk menghindari 

terjadinya tumpang-tindih wewenang dan tanggung jawab. Kemudian, 

pemerintah pusat dan daerah perlu mengintensifkan komunikasi dan 

koordinasi untuk menyamakan visi serta prioritas terkait optimalisasi lahan 

tidur. Selanjutnya, Pemerintah masih perlu menyusun regulasi yang mampu 

mengatur mekanisme pemantauan optimalisasi lahan-lahan tidur oleh K/L 

yang berwenang di pusat dan daerah. Terakhir, pemerintah perlu menyusun 

regulasi yang akan mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi 

pemanfaatan lahan tidur. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan BUMN 

dan swasta untuk mencapai tujuan tersebut.  

Berkaitan dengan optimalisasi lahan tidur ditinjau dari aspek 

pemberdayaan petani, masih terdapat beberapa tantangan yaitu kurangnya 

keberpihakan pemerintah kepada petani dalam menggarap lahan tidur, 

teknologi petani yang masih tertinggal, kurangnya subsidi dan insentif 

terhadap para petani, serta kurangnya dukungan Pemerintah Daerah 

terhadap para petani. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dapat 

dirumuskan beberapa solusi bagi pemerintah yaitu dengan mempermudah 

akses petani untuk menggelar usaha pertanian melalui subsidi pupuk dan 

pelatihan, mendukung transformasi teknik pertanian para petani dengan 

dukungan sektor bisnis dan perguruan tinggi, memperhatikan komposisi 

subsidi dan insentif bagi para petani, serta mendorong penerapan teknik 

pertanian berkelanjutan. 

Terakhir, berkaitan dengan optimalisasi lahan tidur ditinjau dari aspek sinergi 

lintas-sektoral. Dalam konteks ini, masih terdapat beberapa tantangan yaitu 
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adanya egosektoral antar-lembaga, kurangnya komunikasi dan koordinasi 

antara pemangku kepentingan, serta kurangnya inisiatif, inovasi, dan 

konsistensi dari lembaga pemerintahan. Untuk mengatasi beberapa tantangan 

tersebut, dapat dipetakan beberapa solusi berdasarkan analisis PEST. Dari 

segi politik, Pemerintah perlu menumbuhkan komitmen politik untuk 

mendorong perbaikan kinerja pangan. Dari segi ekonomi, Pemerintah harus 

lebih berani melibatkan lembaga pemerintahan lain seperti KemenLHK, 

KemenATR, Perum Perhutani, dan BUMN. Dari segi sosial, Pemerintah perlu 

mendorong pemberantasan mafia tanah dengan melibatkan berbagai K/L, 

aparat, dan masyarakat umum. Dari segi teknologi, pemerintah perlu 

mendorong inovasi teknik pertanian berkelanjutan dalam seluruh aktivitas 

tanam 

 

17. Rekomendasi. 

a. Kementan, Kemen LHK, Kemen-ATR/BPN dan Badan Informasi 

Geospasial perlu menyusun masterplan pembangunan perkampungan 

industri pangan (food estate) dengan mengidentifikasi status lahan, 

memadukan kebutuhan lahan di tingkat lokal maupun nasional, serta 

memetakan kerawanan pangan di setiap daerah, sehingga masterplan 

ini dipedomani untuk jangka panjang guna mendukung perwujudan 

ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

b. Kementan, Kemen LHK, Kemen-ATR/BPN dan Kementerian BUMN 

bersama Pemda perlu memperkuat kemitraan dengan unsur BUMN dan 

sektor swasta dalam pendanaan program Rehabilitasi Lahan Tidur dan 

mendukung pengelolaannya secara berkelanjutan. Program Rehabilitasi 

Lahan Tidur tersebut tentu harus bersinergi dengan aparatur desa dan 

masyarakat umum, sehingga partisipasi masyarakat semakin optimal 

dalam menyukseskan kebijakan food estate. 

c. Kementan, Kemen-ATR/BPN, dan BPN bekerja sama dengan 

akademisi, pakar di bidang pertanian, dan LSM yang bergerak di bidang 

pertanian untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi 

petani dalam memanfaatkan teknik pertanian berkelanjutan. Salah satu 

bentuk implementasinya adalah dengan memberikan pelatihan serta 
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subsidi peralatan bagi para petani organik. Hal ini penting agar 

optimalisasi lahan tidur dapat dilakukan dengan mekanisme terbaik bagi 

petani, memberikan manfaat ekonomi, dan menjaga daya dukung 

lingkungan.  

d. Kementan, BRIN dan kalangan akademisi perlu mendorong inovasi 

teknik pertanian berkelanjutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan tidur di Indonesia, misalnya memfasilitasi program kajian teknik 

pertanian berkelanjutan melalui pemberian insentif riset (research 

grants), transfer pengetahuan dan teknologi dengan negara dan peneliti 

yang lebih maju dalam mengelola lahan tidur, serta memperluas program 

pendampingan berbasis teknologi bagi daerah dan kelompok petani 

yang masih tertinggal dalam pengelolaan lahan tidur 

e. Kementerian LHK dan Perhutani sebagai pemilik lahan perlu 

meningkatkan sinergi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam 

hal pemanfaatan dan pemeliharaan lahan pertanian agar mampu 

memberikan hasil yang optimal.  

f. Kementan bersama dengan Kementerian LHK dan melibatkan akademisi 

serta praktisi merumuskan kebijakan one paper sebagai sebuah 

terobosan untuk mengakselerasi pemberdayaan lahan tidur agar dapat 

berkorelasi positif terhadap upaya mendukung ketahanan pangan. 
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